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PERJANJIAN HONTRAK KERJA
NOMOR & 800/ DOMR

TENTANG
TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hor ind Senin tanged Dun balan Jonuard tshan Dun Riti Dun Puluh Tiga, yong
bertanda tongan i bawali ini :

L Dra. RETNO SUDEWLApLM.SIMM : Kepoln Dinas Pemberduyann Perempuan,
Perlindungan Annk, Penpendalian

Pendudul don Kelunrpn Bereneann Provinsi
Jown  Tengoh, sclnku  Pejnbat Pengpuna
Anggaran,  berkedudukon  di Semarang
Julnn Pomutlarsih Nomaor 28 Semamng, alas
nama jobatan tersebut, selunjutnys discbut
MHAK PERTAMA.

1. DEWI PRATIWI AJL S.Tr.E. . Pemegang Kartu Tanda Penducduk Nomor
A374084405960001 berkedudukan di Kota
Semarang JI Kaliwiru 11/5 RT 01 RW 02,
Rel, Kaliwirg, Kee. Candisari, bertindak
untuk  dan  atas  namn dif sendirt
selanjutnyn disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA scearn bersamuo-sama disebut sebagni PARA
PIHAK, dan masing-masing discbul scbagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahbulu menerangkan hal-hal sebagni bertlut

1. bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga Pendukung Kegiatan di Sub Bagian
Umum dan Kepegawainn  Sekretarial  Dinas  Pemberdayann  Perempuan,
Peclindungan Anak, Pengendalinn Penduduk dan Kelunrga Berencana Provinsi
Jawa Tengah;

bahwn PIHAK KEDUA bersedin dan sanggup melnksanakan pekerjaan yang
diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam mendukung kegintan pada Sub Bagian
Umum dan Kepegawainn  Sckretarint Dinas  Pemberdayann  Perempuan,
Perlindungan Anuk, Pengendnlinn Penduduk dan Keluarga Berencann Provinsi
Jowa Tengah;

3. bahwa kesanggupan PIHAK KEDUA tersebut teloh  disertni dengan  sural
permohonan pekerjnan/lamaran yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani
Perjanjian/Kontrak Tenaga Pendukung Kegiatan di Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian Sekretariat dengan ketentuan sebagai berikut ;

Pasal 1
umMumM

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana
PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan tersebut dengan baik dan PIHAK PERTAMA.

Pasal 2
RINCIAN TUGAS PEKERJAAN

Rincian lugas pekerfaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

. Membantu administrasi pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretaniat
Dinas.

2. Membantu pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepepgawaian
Sekretariat Dinas.,

3. Membuat konten pada Sub Bagian Umum dan Kepegawalan Sckretariat Dinas.

4. Membuat menyusun proses pérencanaan.

Pasal 3
HONORARIUM

(1) Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima
honorarium scbesar Rp 3.200.000,- [Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap
bulan dan ditambah dengan mendapatkan BRIS Kesehatan sebesar 4% serta BRJS
Ketenagakerjaan sebesar 0.54% (Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24%
dan Jaminan Kematian (JKM) scbesar 0,3%) dari honorarium yang ditentukan.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuid presisi.

(3) Biayn pemberian honorarium schagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada
Anpgaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
2023.

(4) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan
penyesunian berdasarkan ketentuan yang berlaku,

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap tugas pekerjaan  yang  diberikan
sebagaimann dimaksud Pasal 2 dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.



Pasal 5
REWAIIAN DAN LARANOAN

L. Dalam melaksanakan tugas peherian tersebat, PIHAK KEDUN sl

a. meptaati jam kepa vang berlaku o lingkungan Pemerintab Provins Jawa
Tengah;
mengisi daftar hadir maguk dan pulang kena;
mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan vang telah ditentukan,
melaksanakan tugas dengan pentth tangeung jawaly;
mentaati norma. mia dan ketentuan yang berlakug
melaksanakan koordinasi secarm vertikal dan horisontal;
apabila tidak masuk kerja karenn sestntu hal vong mendesak, sakit ot alisan
lainnva vang dapat dipertanggungiawabkan wajib menvimpaikan (in kepada
atasan langsung.
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Dalam melaksannkan mgas pekerjnan tersebut, PIHAR REDUA dilarany,

. memnggalkan tugas tanpa fin doan /ot tanpa keterongan vang sah;

b. membawa pulang barmng-bamng vang berndi di dalam moupun i luar
hingkungan kantor yang bukan haknva;

c. melakukan perbuntan tercela dan perbustan lninnya yang dapat mensak
wibawa pemernintah dan melawnn hukum;

d. berkelahi dan/atau contact fisik dengan rekan kerjn dan pimpinan,

Pasal b
JANGKA WARTU

Perjanjian/kontrak kerja ini berdaku untuk jangka waktu 12 (Dun belns) bulan
terhitung sejnk tangeal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 ntau
selanjutnva dapat dilakukan penvesuaian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 7
SANKSI

Pelangearan atas kewajiban dan lirangan sebagaimani tereantum dalam Pasal 5 nkon
diberikan sanksi sesum dengan tngkat kesalahannyva atau sebagai bahan kebijukan
penyusunan perjanjinn/ kontrok kera tahun benkutnya.

Pusul 8
LAIN-LAIN

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjoan, kewnjiban maupun menerima
hak, tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut lainnya kecuali yang telah

ditetapkan menjadi haknva:



Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada har, tanggal. bulan dan tahun
sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kantrak ini, dibuat rangkap 2 (dua)
bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
Yo KELUARGA BERENCANA




Pagal 9
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini djla.ndalﬂ_ns?:ﬂi pada han, tngeal, bulan dan mhun
sebagaimana tersebut pada awal Pepanjan/kontrak ini, dibuat rangkap 2 [dua)
bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
JK DAN KELUARGA BERENCANA

DEW! PRATIWI AJL S.Tr.E.



PEMERINTAH PROVINS| JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jin. Pamularsih No 28 Semarang KodePos 50148 Telepon 7602852 Faksimile 7622536
e-mall - dpppadaldukkb_jto@jatengprov. go id website | www.dp3akb, jatengprov.go.id

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR : 800/0034

TENTANG
TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

Padit hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang

bertandn tangan di bawah ini

. Dra, RETNO SUDEWLAptM.Si,MM :

I, DITA ISNANIA RATIMA, S kom,

Kepila Dinns Pernberdaynan Perempuan,
Perlindungan Annk, Penpendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provins
Jowa Tengah, selaku Pejabat  Pengpuna
Anggaran, berkedudukan  di Semarang
Jalan Pamutarsih Nomor 28 Semarang, alas
nama jabatan tersebut, selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.

© Pemepane Koo Tandn Penduduk Nomor

A321 114300960003 berkedudukan  di
Kiabupaten Demak, Griyn Bakti Praja Blok
C 10 KT 02 RW 07, Kel. Mangunjivan, Kec.
Demak, bertindok untuk don olos  oreme
i sendini selanjutnya discbut  PIHAK
REDLA

PINAK PERTAMA din PIHAR KEDUA sccara bersamoesamn disebut sebagai PARA
PIHAK, dan mosing-musing disebut scbagm PIHAK

PARA PIHAK terlebih dobule menesangkan halhal sebogni berikurn

1 baliws PIHAK PERTAMA membutuhkan tenagan Pendukung Kegiatan di Sub Baginn

Umum dan  Kepegawaian

Sekreuinnt

Pemberdayann  Perempunn,

Dinns

Perlindungan Anak, Peagendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi

Jiawa Tengah;

bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup melpksanokan pekerjann yang
diberikin oleh PIHAK PERTAMA dalam mendukung kegiatan pada Sub Hagian

Umum dan

Kepepawainn  Sckretanat

Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengrndalian Penduduk dan Keluargn Herencana Provinsi

Jawa Tenpuh,

3. bahwa kesanggupan

PIHAK EKEDUA

tersebut  teluh  disertnd deppon sural

permohonan pekenann / lamaran yang digukan kepadia PLHAK PERTAMA



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakal untuk menandatangani
Perjanjian)Kontrak Tenaga Pendukung Kegatan di Sub Bagian Umum dan
Kepegnwaian Sekretariat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
UMUM

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana
PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan tersebut dengan baik dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 2
RINCIAN TUGAS PEKERJAAN

Rincian tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :
Mengumpulkan data dan mengupload pada website Dinas.

Menviapkan bahan terkait Pelayanan Informasi Publik Daerah.
Mengoperasionalkan aplikasi peérencanaan Perangkat Daerah yang Tersedia.
Membantu mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan.

Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan terkait tugas kedinasan.
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Pasal 3
HONORARIUM

(1) Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima
honorarium sebesar Rp 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap
bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Kesehatan sebesar 4% serta BRJS
Ketenagakerjaan scbesar 0.54% (Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24%
dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3%) dari honorarium yang ditentukan,

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi.

(3) Biaya pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
2023,

(4] Apabila dikemudian han terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan
penvesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap tugas pekerjaan yang dibenkan
sebagaimana dimaksud Pasal 2 dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.



Pasal 5
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

1. Danlam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA wajib :

a, mentanti jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintal Provinsi Jawa
Tengah;

mengisi daltar hadir masuk dan pulang kerja;

mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan yang telah ditentukan;
melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;

mentasti norma, nilai dan ketentuan yang berlaku;

melakssnakan koordinasi seeara vertikal dan horisontal,

® o8 a0

apabila tidak masuk kerja karena scsuatu hal yang mendesak, sakit atau alasan
Ininnya yang dapat dipertanggungjawnbkan wajib menyampaikan ijin kepada
atasan langsung.
2. Dalam melaksanakan tugas pekerjnan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang :

a. meninggalkan tugas tanpa ijin dan/atau tanpa keterangan yang sah;

b. membawa pulang barang-barang yang berada di dalam maupun di luar
lingkungan kantor yang bukan haknya;

¢. melakukoan perbuatan terceln dan perbuatan lainnya yang dapat merusak
wibawn pemerintah dan melawan hukum;

d. berkelahi dan/atau contact fisik dengan rekan kerja dan pimpinan.

Pnsal G
JANGEKA WAKTU

Perjanjian/kontrak kerjn ini berloku untuk jongka waktu 12 (dua belas) bulan
terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengon tanggal 31 Desember 2023 atau
selanjutnya dapat dilakukan penyesuninn sesuil dengan peraturan yang berlaku,

Pasal 7
SANKSI]

Pelonpearin atas kewajiban don larangan sebagnimana tercantum dalam Pasal 5 akan
diberikan sanksi sesual dengan lingkat kesalohannya atau sebagai bahan kebijakan
penyusunan perjunjian/ kontrak kerja tnhun berikutnya.

Pusal B
LAIN-LAIN
PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan, kewajiban maupun menerima

hak, tidak menuntul menjadi CPNS dan/atau menuntut lainnya kecuali yang telah
ditetapkan menjadi haknya,



Pasnl 9
PENUTUP

Perjanjinn/kontrmk kerja ini ditandatangani pada hari, tangenl, bulan dan fwhun
scbhngnimann tersebut pada awal Perjanjion/ kontrak ini, dibunt rangkap 2 (dua)
bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
-' : ___ UARGA BERENCANA

DITA ISNANIA RAHMA, S Kom.

NIP 19681124 199310 2 001



Pasal ©
PENUTUP
Perjanjinn/kontrak kerja ini ditandatangam pada hari, tangeal, bulan dan tahun

sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua)
bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dun PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
AR(

A BERENCANA
SNGAH .

(e

DITA ISNANIA RAHMA, 5. Kom.
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R PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

@@ DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
prses PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
=y DAN KELUARGA BERENCANA

Jin Pamutarsih No 28 Semarang KodePos 50148 Telepon 7607957 Fakuimide 7632536
o-mail - dpppadaidukkt jigilimengprov goid websilo s dpdakh jatengoety GO i

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR : BOO/DOAS

TENTANG
TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang
bertanda tingan di bawah ini :

I. Dra. RETNO SUDEWILApt,M.Si,MM : Kepala Dinas Pemberdaysan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

dan Keluarpa Berencana Provinsi Jawa Tengah,
selaku Pejabat Pengguna Anggaran,
berkedudukan di Semarang Jalan Pamularsih
Nomor 28 Semarang, atas nama jabatan
tersebut, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

1I. ANA ATRAS AL HAQ, S.Tr.Keb  : Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3321144709960001, berkedudukan di Mijen
Tengah  RTO5/RWO02, Kelurahan  Mijen,
Kecamatan Kebon Agung Kabupaten Demak,
bertindak untuk dan atas nama dirnt sendin
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut scbagai PARA
PIHAK, dan masing-masing discbut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut -

1. bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga Pendukung Kegiatan pada Sub
Bagian Program Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;

2. bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan yang
diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam mendukung kegiatan pada Sub Bagian
Program Sckretariat Dinas Pemberdayasan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;

3. bahwa kesanggupan PIHAK KEDUA tersebut telah disertai dengan surat
permohonan pekerjaan/lamaran yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA,



Bl‘r_tlﬂﬁflrhm hal-hal tersebut di ntas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani
Perjanjion/Kontrnk Tenoga Pendukung Kegintan di Sub Bagian Program dengan
Ketentuan sebagai herikut

Pasnl 1
UMUM

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjnan kepada PIHAK KEDUA sebagaimang
PIHAK KEDUA mencrima tugas pekerjnan tersebut dengan baik dari FIHAK PERTAMA.

Pasal 2
RINCIAN TUGAS PEKERJAAN

Rincian tugas pekerjnan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :
1. Mengumpulkan, menyusun don mengolah data evaluasi kinerji Perangkat Daerah.

2. Mengoperasionalkan aplikasi eviluasi kinegjo Perangkat Daerah.

3. Membantu nienvusun SPJ, mengadministrasi pelaksanaan kegiatan, dolkurnentasi
kegiatnn [media sosial).

4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan lerkail tugas kedinasan.

Pasal 3
HONORARILM

(1] Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima
honorarium scbesar Rp 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu rupiah) setiap
bulan dan ditambaly dengan mendapatkan BPJS Kesehatan schesar 4% serta
BRIS Ketenagakerjoan sebesar 0.54% (Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) scbesar
0,24% dan Jaminan Kematian (JKM) schesar 0,3%) dan honorarium yang
ditentukan,

(2)  PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada PIMAK KEDUA sesuai prestasi.

(3)  Biava pemberian honorarium scbagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada
Anggaran  Pendapatan dan  Belana  Daecrah Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2023.

[4)  Apabila dikemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan
penyesunian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pas=nl 4

TANGGUNG JAWADB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap tugas pekerjaan yang dibenkan
sebagaimana dimaksud pasal 2 dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.



Pagal 5
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

1. Dalam melaksannkan tugas pekerjnan tersebut, PIHAK KEDUA wajib:
n. mentanti jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengahy,
mengisi daftar hadir masuk dan pulang kerja; _
mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan yang telah ditentukan;
. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
mentaati norma, nilai dan ketentuan yang beriaku;
melaksanakan koordinasi secara vertikal dan horisontal;
apabila tidak masuk kerja karena sesuatu hal yang mendesak, gﬂkll atau alasan
lainnya yang dapat diperianggungjawabkan wajib menyampaikan in kepada
atasan langsung.

®moBRDE

2. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang :
a, meninggalkan tugas tanpa ijin dan/atau tanpa keterangan yang sah; ‘
b. membawn pulang barang-barang yang berada di dalam maupun di [uar
lingkungan kantor yang bukan haknya;
c. melakukan perbuatan tercels dan perbuatan lainnya yang dapat merusak
wibawa pemerintah dan melawan hukum;
d. berkelahi dan/atau contact fisik dengan rekan kerja dan pimpinan.

Pasal 6
JANGEA WAKTL

Perjanjian/kontrak kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas] bulan
terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 atau
selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian scsuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 7
SANKSI

Pelangearan atas kewanjiban dan larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 akan
diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya atau sebagai bahan kebiiakan
penyusunan perjanjian/ kontrak kerja tahun berikutnya.

Pasal 8
LAIN-LAIN

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan, kewajiban maupun menerima
hak, tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut lainnya kecuali yang telah
ditetapkan menjadi haknya;



Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun
sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua)
bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDLEERAN KELUARGA BERENCANA

ANA ATRAS AL HAQ, 8.Tr.Keb D RS

= l:i-?-.h al
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Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun
sebagaimanna terscbut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua)
bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
peEFEmAN KELUARGA BERENCANA

ANA ATRAS AL HAQ, S.Tr.Keb



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
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PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR = HOO /0006

TENTANG
TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

Pacdin hari ini Senin tanggeal Dun bulon Jopoeed tahun Dun Riba Dua fruluh Tiga, yang
bertandn tangan di bawah i

l. D, RETNO SUDEWLAp,M.Si,MM : Kepaln Dinns Pemberdaynan Perempunn,
Perlindunpgan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluargn Bereneana Provinsi
Jown  Tengnh, selnku Pepnbat  Pengguna
Anpgaran,  berkedudukan  di Semarang
Julan Pamularsih Nomor 28 Semarang, alas
pumi jabatan tersebul, selanjutnya disebut
PIMAK PERTAMA.

1. JESS] PRIMA NIRYANTARA, S.M. : Pemepang Kortu Tanda Penduduk Nomor
197 1022004910001, berkedudukan di Kota
Semarang J1, Gombel Permai VII No. 183 RT
005 RW 007 Desa Ngesrep, Kec.
Hanyumanik, bertindak untuk dan atas
nama  diri  sendiri selanjutnya  disebul
PIHAK KEDUA9

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sccara bersama-sama discbut scbagai PARA
PIHAK, dan masing-masing discbut sebogai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mencrangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga Pendukung Kegiatan pada Sub
Bugian Program Sckretariat Dinns Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;

9 bahwn PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan yang
diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam mendukung kegiatan pada Sub Bagian
Program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;

3. bahwa kesangpupan PIHAK KEDUA tersebut tclah disertai dengan  sural
permohonan pekerjnan/lnmaran yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani
Perjanjian/Kontrak Tenaga Pendukung Kegiatan di Sub Bagian Program dengan
ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
UMuUM

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sc¢bagaimana

PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan

Rincian tugas pckerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :
1. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah data perencanaan Perangka

2
3.
4

(1)

(2)

(3

(4

tersebut dengan baik dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 2
RINCIAN TUGAS PEKERJAAN

t Daerah;

Mengoperasionalkan aplikasi perencanaan Perangkat Dacrah;
Mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan;

. Melaksanakan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan Perangkat Daerah.

Pasal 3
HONORARIUM

Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima
honorarium scbesar Rp 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Rupiah] setiap bulan
dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Keschatan scbesar 4% serta BPJS
Ketenagakerjaan sebesar 0.54% (Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24%
dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3%) dari honorarium yang ditentukan.

PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi.

Biaya pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2023.

Apabila dikemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan
penvesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap tugas pekerjpan yang diberikan
sebagaimana dimaksud Pasal 2 dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.



Pasal 5
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

1. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA wajib :
a. mentaati jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah  Provinsi Jawa
Tengah;
mengisi daftar hadir masuk dan pulang kerja;
mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan yang telah ditentukan;
melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
mentaati norma, nilai dan ketentuan yang berlaku;
melaksanakan koordinasi secara vertikal dan horisontal;

apabila tidak masuk kerja karena sesuatu hal yang mendesak, sakit atau alasan
lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan wajib menyampaikan ijin kepada
atasan langsung.

T "o a0CT

2 Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang :
a. meninggalkan tugas tanpa ijin dan/atau tanpa keterangan yang sah;

b, membawa pulang barang-barang yang berada di dalam maupun di lunr
lingkungan kantor yang bukan haknya;

¢. melakukan perbuatan tercela dan pérbuatan lainnya yang dapat merusak
wibawa pemerintah dan melawan hukum;

d. berkelahi dan/atau contact fisik dengan rekan kerja dan pimpinan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian/kontrak kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan

terhitung sejak tangeal 2 Januan 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 atau
selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 7
SANKSI

Pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 akan
diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya atau sebagai bahan kebijakan
penyusunan perjanjian/ kontrak kerja tahun berikutnya.

Pasal 8
LAIN-LAIN

PlHM{ KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan, kewajiban maupun menecrima
hak, tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut lainnya kecuali yang telah

ditetapkan menjadi haknya;



Pasal 9
PENUTUOP
Perjanjian/kontrak kerja ini ditandangant pada har, tanggal, bulan dan wahun

scbagaimann tersebut pada awal Perjonjian/kontrak ant, dibuat rangkap 2 dua)
bermaterni cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA diun PIHAK KEDUA.

PIHAR KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN

JESSI PRIMA NIRYANTARA, S .M.




Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun
schagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kentrak ini, dibuat rangkap 2 {dua)
bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK D/ GA BERENCANA




SK
TENGA PENDUKUNG KEGIATAN

"Bidang Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan”



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
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PERJANJIAN/KONTRAK KERJA
NOMOR : BOO/0040

TENTANG
TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang
bertanda tangan di bawah ini :

I. Dra. RETNO SUDEWI, Apt,M.Si,MM :

1. ALBAB ADIB MUHAMMAD S.Pd.l,
M.Pd

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa
Tengah, selaku Pejabat Pengguna Anggaran,
berkedudukan di Semarang Jalan
Pamularsih Nomor 28 Semarang, atas nama
jahatan tersebut, selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA.

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3329163010870001, berkedudukan di Dk.
Banjaran RT004/RWO020 Kelurahan Bringin
Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang,
bertindak untuk dan atas nama din sendin
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA seccara bersama-sama discbut sebagai PARA
PIHAK, dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

.

bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga Pendukung Kegiatan di Bidang

Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan di lingkungan Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Provinsi Jawa Tengah;

bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan yang

diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam mendukung kegiatan pada Bidang Kualitas
Hidup dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi

Jawa Tengah;

bahwa kesanggupan PIHAK KEDUA tersebut telah disertai dengan surat

permohonan pekerjaan/lamaran yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk }ncnanflmangani
Perjanjian/Kontrak Tenaga Pendukung Kegiatan di Bidang Kualitas Hidup dan
Pemberdayaan Perempuan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

UMUM
PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada FIH:ﬁH HI?:DUi I?c;:égﬂrr::i;:a
PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan tersebut dengan baik dari PIH !

Pasal 2
RINCIAN TUGAS PEKERJAAN

Rincian tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

1. Mengadministrasi kegiatan (perencanaan s.d. SPJ) ;

2. Mengaplikasikan/mengoperasikan aplikasi penunjang kegiatan. .

3. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan terakit tugas kedinasan.

Pasal 3
HONORARIUM

(1} Atas pekerjaan terscbutl dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menenma
honorarium sebesar Rp 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap
bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Keschatan sebesar 4% serta
BPJS Kelenagakerjaan sebesar 0.54% (Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sehesar
0,24% dan Jaminan Kematian (JKM)] scbesar 0,3%) dari honorarium yang
ditentukan.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA scsuai prestasi.

(3) Biaya pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Provinsi Jawa Tengah Tahun
Angearan 2023,

(4)  Apabila dikemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan
penyesuainn berdasarkan Ketentuan yang berlaku,
Pasal 4
TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap tugas pekerjaan yang diberikan
scbagaimana dimaksud Pasal 2 dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.



Pasal 5
KEWAJBAN DAN LARANGAN

1. Dalam melaksanakan tugas pekerjann tersebut, PIHAK KEDUA waijib

mentaati jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah;

mengisi daltar hadir masuk dan pulang kerja;

mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan yang telah ditentukan;
melaksanakan tugas dengan penuh langgung jawab;

mentaati norma, nilai dan ketentuan yang berlaku;

melaksanakan koordinasi secara vertikal dan horisontal;

apabila tidak masuk kerja karena scsuatu hal yang mendesak, sakit atau alasan
lainnya vang dapat dipertanggungjawabkan wajib menyampaikan ijin kepada
atasan langsung.

I - WL -

2. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang :
a. meninggalkan tugas tanpa ijin dan/atau tanpa keterangan vang sah;
b. membawa pulang barang-barang yang berada di dalam maupun di luar
lingkungan kantor yang bukan haknya;
c. melakukan perbuatan tercela dan perbuatan lainnya yang dapat merusak
wibawa pemerintah dan melawan hukum;
d. berkelahi dan/atau contact fisik dengan rekan kerja dan pimpinan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian/kontrak kerja ini berlaku uniuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan
terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 atau
selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian sesuni dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 7
SANKS]

Pelangzaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 akan
diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya atau sebagai bahan kebijakan
penyusunan perjanjian/ kontrak kerja tahun berikutnya.

Pasal 8
LAIN-LAIN
PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan, kewajiban maupun menerima

hak, tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut lainnya kecuali yang telah
ditetapkan menjadi haknya;



Pnsal 9
PENUTUR

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggeal, bulan dan tahun
sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibunt rangkap 2 (dua)
bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

slF £y
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Pasal 9
PENUTUP

Perjanjinn/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun
sebagaimana terscbul pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua)
bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

ALBAB ADIBE MUHAMMAD S.Pd.l, M.Pd

NIP 19681124 199310 2 001



PEMERINTAH PROVINS| JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
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PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR : 80070044

TENTANG
TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang
bertanda tangan di bawah inj :

1. Dra. RETNO SUDEWLApt, M.Si,MM : Kepala Dinas Pemberdayann Perempuan,

IL.

Perlindungan Anak, Pengendalinn Penduduk
dan Keluarga Berencana  Provinsi  Jawa
Tengah, sclaku Pejabat Pengguna Anggaran,
berkedudukan ci Semarang Jalan
Pamularsih Nomor 28 Semarang,
berdasarkan atas nama jabatan tersebut,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

LUHUR SUBEKTI, S.Kom, : Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3315182702950001, berkedudukan di
Grobogan alamat Gebangan Kecamatan
Tegowanu Kelurahan Gebangan RT 001 RW
001 , bertindak untuk dan atas nama din
sendiri selanjutnva disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bérsama-sama disebut sebagai PARA
PIHAK, dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikur :

L

bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga Pendukung Kegiatan pada Bidang
Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayvaan Pe:-rrmpum{.
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Jawa Tengah;

bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sangeup melaksanakan ernan v
ATy . S pekernan  vang
diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam mendukung kegiatan pada Bidang Kualitas

Hidup dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Jawa Tengah,

bahwa kcﬁanggurian PIHAK KEDUA tersebut telah disertai dengan surat
permohonan pekerjaan/lamaran yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk !nenann_da_tangnni
Perjanjian/Kontrak Tenaga Pendukung Kegiatan di Bidang Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
UMUM

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana
PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan tersebut dengan baik dari PIHAK
PERTAMA.

Pasal 2
RINCIAN TUGAS PEKERJAAN

Rincian tugas pekerjaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :
I. Mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan (perencanaan s.d. SPJ).

2. Mengoperasikan aplikasi penunjang kegiatan.

3. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan terkait tugas kedinasan.

(1)

(2)

(3

(4)

Pasal 3
HONORARIUM

Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima
honorarium sebesar Rp 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap
hulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJIS Keschatan sebesar 4% serta
BRIS Ketenagakerjaan scbesar 0.54% (Jaminan Kecelakaan Kena (JKK) sebesar
0,24% dan Jaminan Kematian (JKM) scbesar 0,3%) dari honorarium yang
ditentukan.

PIHAK  PERTAMA  berkewajiban  memberikan honorarium  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi.

Braya pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada
Anggaran  Pendapatan dan Belanjn Dacrah Provinsi Jawa Tengah Tahun
Angearan 2023,

Apabila dikemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan
penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap tugas vang diberikan schagaimana
dimaksud pada pada pasal 2 dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku,



Pasal 5
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

1. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA wajib

a. mentaati jam kerja dan mengikuti apel pagi sesuni ketentuan yvang berloku di
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

mengsi daltar hadir masuk dan pulang kerjn;

mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan yang telah ditentukan;
melaksanakan tugas dengan penuh tangeung jawab;

mentaati norma, nilai dan ketentuan yang berlaku;

melaksanakan koordinasi secara vertikal dan horisontal;

g apabila tidak masuk kerja karena sesuntu hal yang mendesak, sakit ataun
alasan lainnya yang dapat dipertanggungjnwabkan wajib menyampaikan ijin
kepada atasan langsung.

St U~ <
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2, Dalam melaksanakan tugas pekerjann tersebut, PIHAK KEDUA dilarang :

a. meningealkan tugas tanpa ijin dan/atau tnnpa keterangan yang sah;

b. membawa pulang barang-barang yang berada di dalam maupun di luar
lingkungan kantor yang bukan haknya;

¢. melakukan perbuatan tercela dan perbuntan lainnya yvang dapal merusak
wibawa pemerintah dan melawan hukum;

d. berkelnhi dan/atau contact fisik dengan rekan kerja dan pimpinan,

Pasal b
JANGKA WAKTU

Perjanjian/kontrak kerja ini berlaku untik jangkn waktu 12 (dun belas) bulan
terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tainggal 31 Desember 2023
atau selanjuinyn dopat dilakukan penyesuaian sesuni dengan peraturan yang

bertalou.

Pasal 7
SANKSI

Pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5
akan diberikan sanksi sesual dengan tingkat kesalahannyn atau sebogni bahinn

kebijakan penyusunan perjanjian/ kontrak kerja tahun berikutnya.

Pasal 8
LAIN-LAIN

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjonn, kewajiban maupun menerin
hak, tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut lninnya kecunli yang telah

ditetapkan menjadi haknya;



Pasnl Y
MENLTTEN Y

T—"cu:innjfmu konvtrak Kerjo inn ditandatangant pada bavd, tooggal, Dnilan dan talan
schagnimana tersebut padac awal Perjanjinn/ kontiak ok, diboat pgthap 2 (idua)
bermaterai cukup musing - masing untiuk PIHAK PERTAMA don PIRAK KEDUA.

PIHAK KEDUA PHIAK PERTAMA

KEPALA DINAS PEMIIERDAYAAN PEREMPUAN,
PMERLINDUNGAN ANAK, PENGIENDALIAN
I'["NHIIHUI\ l'lr'iN KISLUARGA HERISNCANA

AR .IhWﬂ TIENGAT

nn Ut.nnm Mudu
NI 196G 124 199310 2 001



Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian /kontrak kerja ini ditandatangani pada han, tanggal, bulan dan tahun
sebagaimana tersecbut pada awal Perjanjian/kontrak imi, dibuat rangkap 2 (dua)
bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA,

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENEUEU!{ DAN KELUARGA BERENCANA

-

LUHUR BUHEKTI, S.Kom.

Pembina Ulumﬂ Mudn
NIP 19681124 199310 2 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

S Pamikisii N 28 Somirang KoosPys 50148 Teiopon MHOIEET Fabsemds THIISNE
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PERUBAHAN PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR : BDO/0038

TENTANG
TENAGA PERNDUKUNG KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN FENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang
bertanda tangan di bawah ini:

1. Dra; RETNO SUDEWIApt, M.Si,MM : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa
Tengah, selaku Pejabat Pengguna Anggaran,
berkedudukan di Semarang Jalan
Pamularsih Nomor 28 Semarang, atas nama
jabatan tersebut, selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA.

1. NURUL HIDAYAH ISMAIL, S.Pd. : Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3374106201960001, berkedudukan di Kota
Semarang alamat J)l. Bukit Teratai VIII No.
257 RT D03 RW 019, Desa Sendangmulyo
Kecamatan Tembalang, bertindak untuk dan
atax nama din sendiri selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama discbut sebapai PARA
PIHAK, dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan Tenaga Pendukung Kegiatan di Bidang
Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarpa Berencana Provinsi
Jawa Tengah;

2. bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan v
diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam mendukung kegiatan pada Bidang F{mili“tzg
Hidup dan Perlindungan Perempuan Dinas  Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kel insi
g e uarga Berencana Provinsi

3. bahwa knsanggtrpan PIHAK KEDUA terscbut telah disertai dengan surat
permohonan pekerjaan/lamaran yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.



Berdasarkan hal-hinl tersebit di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani
Perjanjian/Kontrak Tenagn Pendukung Keginton di Midnng  Kualitas  Hidup dan
Perlindungan Perempuon dengan ketentunn sebagni berikut:

Pasal |

uUMuUM

PIHAK PERTAMA memberikan tugns pekerjnnn kepada PMHAK KEDUA scbaganimann
PIHAKE KEDUA menerima  tugas  pekergnon wrsebut  denpon baik  dari PIHAK

PERTAMA.
Pasal 2

RINCIAN TUGAS PEKERJAAN

Rincian tugas pekerjnan scbagaimana dimnksud dalam Pasal 1 adalah :

1. Membantu menyusun dan mengolah data untuk perencannin kegintan;

2. Mengumpulkan dan mengolah data untuk perencanaan kegiatan;

3. Menviapkan pelaksanann kegatan;

4. Membuat konsep surat menyurat;

5. Mengadministrasi pelaksanaan kegintan;

6. Melaksanakan tugas lainnva yang diberikan pimpinan terkait tugas kedinasan.

Pasal 3
HONORARIUM

(1) Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima
honorarium sebesar Rp 3.200.000,- (Tiga juta Dua Ratus Ribu Ruptah) setiap
bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Keschatan sebesar 4% serta
BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0.54% (Jaminan Kecelaknan Kerja [(JKK) sebesar
0,24% dan Jaminan Kematian (JKM] scbesar 0,3%) dari honorarium yang

ditentukan.

{2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium schagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi.

(3) Biaya pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

Anggaran 2023,

(4) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan
penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan sebagaimana
dimaksud pada pasal 2 dengan baik sesuai kelentuan yang berlaku.



Pasal 5
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

1. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA wajib :

a. mentaati jam kerja dan mengikuti apel pagi sesuai ketentuan yang berlaku di
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

b. mengisi daftar hadir masuk dan pulang kerja;

c. mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan yang telah ditentukan;

d. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;

e. mentaati norma, nilai dan ketentuan yang berlaku;

f. melaksanakan koordinasi secara vertikal dan horisontal;

g apabila tidak masuk kerja karena scsuntu hal yang mendesak, sakit atau
alasan lainnya vang dapat dipertanggungjawabkan wajib menyampaikan ijin
kepada atasan langsung.

2. Dalam melaksanakan rugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang -
a4, meningealkan tugas tanpa ijin dan/atau tanpa keterangan yang sah;

b. membawa pulang barang-barang yvang berada di dalam maupun di luar
lingkungan kantor yang bukan haknya;

¢. melakukan perbuatan tercela dan perbuatan lainnya yang dapat merusak
wibawa pemerintah dan melawan hukum;

d. berkelahi dan/atau contact fisik dengan rekan kerja dan pimpinan.

Pasal &
JANGKA WAKTU
Perjanjian/kontrak kerja ini berluku untuk jangka wakiu 12 (dua belas) bulan
terhitung sejuk tangeal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

atau selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Pasal 7
SANKSI

Pelangearan atas kewajiban dan larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5
akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya atau sebagai bahan
kebijakan penyusunan perjanjian/ kontrak kerja tahun berikutnya.

Pasal 8
LAIN-LAIN
PIHAK KEDUA dalam mclaksanakan tugas pekerjaan, kewajiban maupun menerima

hf!]:. tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut lainnya kecuali yang telah
ditetapkan menjadi haknya;



Paanl 9
PENUTUP

Perjnnjinn/kontrak kerjn ini ditandntangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun
schagaimana terscbut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua)
bermaterai cukup masing-mosing untuk PTHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

i

ot

NURUL HIDAYAH ISMAIL, S.Pd.

Pembina Utama Muda
NIP 19681124 199310 2 001



Maxal 9

PENUTUR

Petjanjinn/kontrak kerju ini ditnndatangani padn hard, tangeenl, bulan dan tahun
sebagaimana tersebut padn awnl Perjanjion/kontrak inl, chbunt mangkap 2 (dua)
bermaterai cukup masing-maging untuk PIHAK PERTAMA dnn PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA MHAR PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NIP 10681124 199310 2 001



SK
TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN

"Bidang Pemenuhan Hak dan
Perlindungan Anak”



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
; DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jin Parmutarsih No. 70 Semprang KadePos 50148 Telepon 7607952 Faksknils 7522638
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PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR : 80070036

TENTANG
TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini Senin tangeal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang
bertanda tangan di bawah ini :

I. Dra. RETNO SUDEWIApt, M.S1,MM : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa
Tengah, selaku Pejnbat Pengguna Anggaran,
berkedudukan di Semarang Jalan
Pamularsih Nomor 28 Semarang, atas nama
jabatan tersebut, selanjutnya disebut PIHAK

PERTAMA.

II. ANDI SETYA KOESTYANA, SE. . Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3519092306880001, berkedudukan di Kota
Semarang Alamat Perum Griva Raharja No.
20 RT 004 RW 003 Desa Kalican, Kecamalan
Pedurungan, bertindak untuk dan atas nama
diri  sendiri  selanjutnyva discbut PIHAK
KEDLUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut scbagai PARA
PIHAK, dan masing-masing discbul scbagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga Pendukung Kegiatan di Bidang
Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Jawa Tengah;

2. bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup melaksanakan pekenaan yang
diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam mendukung kegiatan pada Bidang
Pernenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Jawa Tengah;

3. bahwa kesangpupan PIHAK KEDUA tersebut telah disertai dengan surat
permohonan pekerjaan /lamaran vang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.



Berdnsarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK m.:p::iknl untuk menandatangani
Perjanjian/Kontrak Tenaga Pendukung I{t:gimnn_pad& Bidang Pemenuhan Hak dan
Perlindungan Anak dengan kelentuan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kep
PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjpan lerse

Pasal 1
UMUM

ada PIHAK KEDUA scbagaimana
but dengan baik dari PIHAK

PERTAMA.

Pasal 2
RINCIAN TUGAS PEKERJAAN

Rincian tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal | adalah :

2,

(1)

(2)

(3)

(4]

Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pada Bidang Pemenuhan Hak Anak dan

Perlindungan Anak.

Mengoperasionalkan aplikasi persencanaan Perangkat Daerah.
Menyusun bahan konsep dokurnen perencanaan Perangkat Dacrah.
Menyusun bahan konsep sural menyural.

Pasal 3
HONORARIUM

Alas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PITHAK KEDUA berhak menerima
honorarium sebesar Rp 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sctiap
bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Kesehatan sebesar 4% serta
BPJS Ketenagakerjaan scbesar 0.54% (Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar
0,24% dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3%) dari honorarium yang
ditentukan.

PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi.

Biaya pemberian honorarium scbagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
2023,

Apabila dikemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan
penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAR

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhada o .
i p tugas yang diberikan seba
dimaksud pada pasal 2 dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. g



Pasal 5
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

1. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA wajib :

4. mentaati jam kerja dan mengikuti apel pagi sesusi ketentuan yang berlaku di
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

mengisi daftar hadir masuk dan pulang kerja;

mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan yang telah ditentukan
melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;

mentaati norma, nilai dan ketentuan yang berlaku;

o

melaksanakan koordinasi secara vertikal dan horisontal;

apabila tidak masuk kerja karena sesuatu hal yang mendesak, sakit atau
alasan lainnya yang dapat dipertanggungiawabkan wajib menyampaikan ijin
kepada atasan langsung.

m oo R

2. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang :
a. meninggalkan tugas tanpa ijin dan/atau tanpa keterangan yang sah;

b. membawa pulang barang-barang yang berada di dalam maupun di luar
lingkungan kantor yang bukan haknya;

c. melakukan perbuatan tereela dan perbuatan lainnya yang dapat merusak
wibawa pemerintah dan melawan hukum;

d. berkelahi dan/atau contact fisik dengan rekan kerja dan pimpinan,

Pasal 6
JANGKA WAKTU
Perjanjian/kontrak kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan
terhitung sejak tanpggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

atau selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian sesual dengan peraturan yang
berlaku.

Pasal 7
SANKSI

Pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5
akan diberikan sanksi sesuai dengan ftingkat kesalahannya atau scbagai bahan
kebijakan penyusunan perjanjian/ kontrak kerja tahun berikutnya.

Pasal 8
LAIN-LAIN

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan, kewajiban maupun menerima
halk, tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut lainnya kecuali yang telah

ditetapkan menjadi haknya;



Pisal 9
PEENUTLIP

Pcr-!“"j‘i‘“”k“mﬂ‘-h kerjn ini ditandatangani’ pada hari, tanggal, bulan dan tuhun
s{zhugmmﬂ."“ tersebut podn awnl Perjnnjion/kootrak ini, dibuat rangkap 2 (dua)
bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dnn PTHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

ANDI SETYA KOESTYANA, SE,

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUESERAN KELUARGA BERENCANA
7 AHENJAWA TENGAH

W
ff Apt

paenfiina Utama Muda
NIP 19681124 199310 2 001




Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun
scbagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 {dua)
bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

ANDI SETYA KOESTYANA, SE.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

i 1na Utama Muda
“TP 19681124 199310 2 001



800/0032PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
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il pppadaldubih jeplrieng oy Qo id welinie - W dpdakh jargnagnioy go kd

W

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR : 800/0039

TENTANG
TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tabun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang
rtanda tangan di bawah ini :

[. Dra. RETNO SUDEWLApt, M.Si,MM : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa
Tengah, selaku Pejabat Pengguna Anggaran,
herkedudukan di Semarang Jalan
Pamularsih Nomor 28 Semarang, alas nama
jabatan tersebut, selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA.

Il. FETTY DYAH ANGGRAINI,S.Psi - Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
9315184401950001, berkedudukan di Kab.

Grobogan alamat Dusun Sedayu Desa
Sukorgjp RT 001 RW 008, Kecamalan
Tepowanu, bertindak untuk dan atas nama
diri sendini selanjutnya disebut  PIHAK
KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebapai PARA
PIHAK, dan masing-masing disebul sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal schagai berikut :

1. bohwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga Pendukung Kegiatan di Bidang
Pemenuban Hak dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Jawi Tengah;

o

bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan yang
diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam mendukung kepiatan pada Bidang
Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Jawa Tengah;

3. bahwa kesanggupan PIHAK KEDUA tersebut telsh disertai dengan surat
permohanan pekerjaan/lamaran yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.



PARA PINAK sepakol uniuk menandatinguni

Berdosarkan hal-hal tersebut ¢i atos
g Pemenuhan Haok dan

Perianjinn/Kontrak Tennga Pendukung Kegintan di Dicdan
Perlindungan Annk dengan ketentuan sebint berikut]

Pasal 1
UMLUM

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjonn kepada PIHAK KEDUA sebapaimann
baik dori PIHAK

PIHAK  KEDUA  menerimn tugns  pekerjoann tersebul  dengan
PERTAMA

Pl @
RINCIAN TUGAS PEK RIRIAAN

Rincian tugas pekerjonn sehagmmana dimnksud dalam Pasal 1 adalah

1. Menyvusun dan mengolah datag

2. Mensumpulkan don mengolah data untuk perencannin kepmtan;

3. Membantu menyinpkan peluksanaan Kegintan;

4. Membuat konsep sural menyurat]

5. Membantu mengndministrasikan peloksonaan kegintan;

6. Melaksanakan tugas lninnyn yang diberikan pimpinon terkait tugns kedinasan.

Pl 3
HONORARILUM

(11 Atas pekerjonn tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak mencrnima
honormrium sebesar Rp 3.200,000,- (Tiga juta tiga dua ratus ribu rupiah) seliap
bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Keschalan scbesar 4% serta
BRJS Ketennpakeripon sebesar 0,58% (Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar
0.24% dan Jaminan Kematinn (JKM) sebesar 0,3%) dari honorarium yang
ditentukan.

(2] PIHAK PERTAMA  berkewnjiban  memberikan  honorarium  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi,

(3)  Binva pemberian honorarium scbagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada
Anpgirun Pendapatan don Belanja Dacrah Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggarnn 2023,

{(9)  Apabiln dikemudion hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan

penvesuninon berdasarkan Ketentuan yang berlaku.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhada ) T~ i
; : p tugas yang diberika
dimaksud pada pasal 2 dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. 0 £chagaimaria



Pasal 5
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

1. Dalam melaksanakan tugas pekerjnan tersebut, PIHAK KEDUA wijib

9. mentaat jam kerja dan mengikuti apel pagi sesuai ketentuon yang berlaku di
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

mengisi daftar hadir masuk dan pulang kena;

mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan yvang telah ditentukan;
melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;

mentaati norma, nilail dan ketentuan yang berlaku;

melaksanakan koordinasi sccara vertikal dan horisontal;

apabila tidak masuk kepa karcpa sesuatu hal yang mendesak, sokit atnu
alasan lainnya vang dapat dipertanggungjawabkan wajib menyompaikon ijin
kepada atasan langsung.

m ~p oo @

2, Dalam miclaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA dilarnng :
a. meninggalkan tugas tanpa ijin dan/atau tanpa keteranpan yang suh;

b. membhowa pulang barang-barang yang berada di dalam moaupun di luar
lingkungan kantor vang bukan haknya;

¢. melakukan perbuatan tercela dan perbuntan lainnya yang dapat merusak
wibawn pemerintah dan melawan hukum;

d. berkelahi dan/atau contact fisik dengan rekan kerja dan pimpinan.

Pasal &
JANGEA WARKTU

Perjanjian/kontrnk kerja imi berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belus) bulan
terhitung sejak tanggal 2 Januard 2023 sampm dengan tanggal 31 Desember 2023
atau selapjutnya dopat  dilakukan penyesunian sesuni dengan pernturan yong
berlaku.

Pasal 7

SANKSI
Pelangearan otas kewajiban dan lamngan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5

akon dibenkan sanksi sesual dengan Iingiiifi kesalahannyn atnu sebagni bahan
kebiakan penvusunan perjanjian/ kontrak kerja tahun berikutnya.

Pasal B
LAIN-LAIN

PIHAK KEDUA dalam melaksannkan wgas peckeraan, kewajiban maupun menerimn
hak, udak menuniut menjadi CPNS dan/atau menuniut lainnya kecuali yang telih
ditetapkinn menjadi haknva;



Maanl 9
PENUTUP

Pﬂl‘iﬂﬂjﬁan'fknnlmk kerja ini ditandntngani pada hari, tnggol, balane dan tabion
Mhﬂgﬂlma.nn tersebul pada awal Perjnnjinn/ kontrak ini, dibn ronphop 2 (dan)
bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA (nn PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA PHHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

PERLINDUNGAN ANAK, PENGIENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA HEERIENCANA

wl /) -~
7
- IL_&[H_._M.lS.uMl

FETTY DYAH ANGGRAINL, S.Psi. Da RETRUSHN,
“pembinn Utama Muda

NIP 19681124 199310 2 001




Pasal 9
PENUTLP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun
sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua)
bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

FETTY DYAH ANGGRAINI, S.Psi.

Pembina Utama Miudn
NIP 19681124 199310 2 001
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TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN

"PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA SEJAHTERA"



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
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PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR : 800/ 0047

TENTANG
TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang
hertanda tangan di bawah ini :

I. Dra. RETNO SUDEWLApt,M.Si, MM, : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan  Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah, selaku Pejabal
Pengguna Anggaran, berkedudukan di
Semarang Jalan Pamularsih Nomor 28
Semarang, atas nama jabatan tersebut,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. APRIDA PURNA WIHARDIAN, S.Kom. : Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3374060904860002 berkedudukan di Kota
Semarang, Bukit Mutiara Jaya II H-7 No.
7. RT 04 RW 27, Kel. Meteseh, Kec.
Tembalang, bertindak untuk dan atas
nama diri sendiri selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sccara bersama-sama disebut sebagai PARA
PIHAK, dan masing-masing discbut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga Pendukung Kepiatan di Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahlera Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Jawa Tengah;

2 bi:hwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaun yang
diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam mendukung kegiatan pada Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Jawa Tengah;

3. bahwa kesanggupan PIHAK KEDUA tersebut telah  di i
Han ; isertal  dengan t
permohonan pekerjaan/lamaran yang diajukan kepada PIHAK FEETAMA:EE o



Ht:rdur??rkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani
Perjanjian/Kontrak Tenaga Pendukung Kegiatan di Bidang Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Sejahtera dengan ketentuan scbagai berikaut

Pasal 1
UMUM

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebhagaimani
PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan tersebut dengan baik dan PIHAK PERTAMA.

Pasal 2
RINCIAN TUGAS PEKERJAAN

Rincian tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal | adalah :

1. Membuat konten untuk publikasi di media sosial Dinas.

2. Mendokumentasikan kegiatan pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluargn
Sejnhtera.

3. Membantu menyusun laporan kegiatan pada Bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Sejahtera.

4, Membuat Kerangka Acuan Kegiatan pada Bidang Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Sejahtera.

Pasal 3
HONORARIUM

(1) Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima
honorarium sebesar Rp 3.200.000,- (Tiga Juta Dun Ratus Ribu Rupiah) setinp
bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Kesehatan sebesar 4% serta BRIS
Ketenagakerjaan schesar 0.54% (Jaminan Kecelakaan Kera (IKK] sebesar 0.24%
dan Jaminan Kematian (JKM) scbesar 0,3%) dan honorarium yang ditentuknn.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium sebagaimann dimaksud
pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi.

(3) Biaya pemberian honorarium scbagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan padn
Angearan Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
2023, |

(4) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilankukan
penyesuaian berdasarkan ketentuan yvang berlaku.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap tugas pekerjuon yong  diberikon
sebagaimana dimaksud Pasal 2 dengan baik dan sesuai ketentunn yang berlaku,



Pasal &
REWAJRAN DAN LARANGAN

Lo Dalam melaksanakan tugss pekenann tersebut, PIHAR KEDUA wajib :

A mentaatt jam kega vang berlaku di lingkunpan Pemerintah Provinsi Jawn
Tengah:

,.II;-

mengist daftar hadiv masuk dan pulnng kena;

mengenakan pakaum, atnibut dan perlenpgkapan yang telah ditentukan;

- melaksamakan tagas dengan penuby tanggpung jawab,

mentaatt norma, mio don ketentuan yvang berlaku;

melaksanakan koondinast seeara vertikal don horisontal;

apabila tadak masuk kega karenn sesuntu hnl yang mendesak, sakit atou alasan
latmva vang dapat dipertonggunginwanbkon wajib menyampaikon ifin kepada
atasan langsuang,

]

-
H

oA

2. Dalam melaksanakan tugas pekernan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang :

A, meningpalkan tugas tanpa ijin dan/ntau tanpa keterangan yang sah;

b, membawa pulang  barang-barang yang berada di dalam maupun di luar
Lingkungan kantor yang bukan haknyn;

¢ melakukan perbuatan tereeln dan perbuntan Ininnya yang dapal merusak
wibawa pemernintah dan melawan hukum;

d. berkelahi dan/atau contact fisik dengan rekan kerjo dan pimpinan.

Puasal &
JANGEA WAKTU

Perjanjion/kontrak  kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (Dua belas) bulan

terhitung sejak tangenl 2 Januar 2023 sampai dengan tangeal 31 Desember 2023 atau
selanjutnya dapat dilnkukan penvesuuian sesuni dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 7
SANKSI
Pelanggnran atas kewajiban don Inrangan sebagnimann tercantum dalam Pasal S akan

diberikan sanksi sesuai dengnn tingkat kesalahannyn atau sebagei bahan kebijakan
penyusunan perjiunjian/ kontrak kerja tnhun berikutnya.

Pasal B
LAIN-LAIN
PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugns pekerjoan, kewajiban muupun menerima

hok. tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut lninnya kecuali yang telah
ditetupkan menjadi haknya;



Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun
sebagaimana terscbut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua)
bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
LIK DAN KELUARGA BERENCANA
AREOTAST JAWA TENGAH

APRIDA PURNA WIHARDIAN, S.Kom.




Pasal 9
PENUTUP

Pﬂ:r',unjjanjkununl-c kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun
schagnimana tersebul pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 {dua)
bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
i DAN KELUARGA BERENCANA
CRVRNGT JAWA TENGAH

APRIDA PURNA WIHARDIAN, S.Kom.

-".,- :*'} da
““RiP 10681124 1993102 001
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TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN

"BIDANG DATA PARTISIPASI
MASYARAKAT"



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
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PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR : 800/0042

TENTANG
TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang
bertanda tangan di bawah ini :

I. Dra. RETNO SUDEWLAp{,M.SiMM : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah, selaku Pejabat
Pengguna Anggaran, berkedudukan di
Semarang Jalan Pamularsih Nomor 28
Semarang, atas nama jabatan tersebut,
selanjutnyva disebut PIHAK PERTAMA.

II. NADITA KUSUMASARI, S.Tr.Bns. : Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3374114305970002, berkedudukan di

Kotn Semarang Jl. Cemara Timur | RT 06
RW 03, Kel. Padangsan, Kec. Banyumanik,
bertindak untuk dan atas nama din
sendin selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebul sebagai PARA
PIHAK, dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga Pendukung Kegiatan di Bidang
Data dan Partisipasi Masyarakal Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah,

2. bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan yang
diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam mendukung kegiatan pada Bidang Data dan
Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;

3. bahwa kemgu]?an PIHAK KEDUA tersebut telah disertai dengan surat
permohonan pekerjaan/lamaran yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.



Berdasarkan hal-hal terschut di atns PARA PIHAK sepakat untuk mctmndull_tr!grmi
Perunjian/Kontrak Tenagn Pendukung Kegintan di Bidang Data dan  Partisipasi
Masyarakat dengan kelentuan schagni berikut

Pasal 1
UMuUM

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekeroan kepadn PIHAK KEDUA sebagaimana
PIHAK KEDUA menerima tugns pekerjonn tersebut dengan baik dari PIHAK PERTAMA.

Pustnl 2
RINCIAN TUGAS PEKERJAAN

Rincian tugns pekerjaan sebagaimona dimaksud dalom Pasal 1 adalah :

1. Menyusun bahan konsep surial menyural.

2. Menyusun SPJ kepiatan pada Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat.

3. Melakukan pengarsipan dokumen kegiaton pada Bidang Data dan Partisipasi
Masyarakat.

4. Membuat medin sosial kegintan pada Bidang Data don Partisipasi Masyarakat.

Pasal 3
HONORARIUM

(1) Atas pekerjonn  terscbut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima
honorarium schesar Rp 3.200.000,- (Tiga Jutn Dun Ratus Ribu Rupiah) setiap
bulan dan ditnmbah dengan mendnpatkan BRIS Keschatan sebesar 4% serta BPAS
Ketenagakerjoan sebesar 0.54% (Jaminan Kecelakaan Kerjo [JKK) sebesar 0,24%
dan Jaminan Kematinn (JKM) sebesar 0,2%) dan honorarium yang ditentukan,

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban membenkan honorarium sebagnimana dimaksud
padn ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuni prestasi,

(3) Binyn pemberian honomrium schagnimana dimoksud ayat (1) dibebankan pada
Anpgaran Pendapaian donn Belang Docruh Provinsi Jawa Tenganh Tahun Anggaran
2023,

(4) Apabila dikemudion hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan
penvesuainn berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Posal 4
TANGOGUNG JAWABR

PIHAKR  KEDUA bertanggung jawab terhadap tugas pekerjaan yang  diberikan
scbagaimann dimaksud Pasal 2 dengan baik dan sesuni ketentuan yeang berlaku.

Pasal 5
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
L. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA wajib :

a. mentaati jam kena vang berlaku di hingkungan Pemerintah  Provinsi Jawa
Tengah;

b. mengisi daftar hadir masuk dan pulang kerja;



mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan yang telah ditentukan;
melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;

mentaati norma, nilai dan ketentuan yang berlalo;

melaksanakan koordinasi secara vertikal dan horisontal;

apabila tidak masuk kerja karena sesuatu hal yang mendesak, sakit atau alasan
lainnya yang dapat dipertanggungiawabkan wajib menyampaikan ijin kepada
atasan langsung.

® S oA e

2. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang :
a. meninggalkan tugas tanpa ijin dan/atau tanpa keterangan yang sah;

b. membawa pulang barang-barang yang berada di dalam maupun di luar
lingkungan kantor yang bukan haknya;

¢. melakukan perbuatan tercela dan perbuatan lainnya yang dapat merusak
wibawa pemerintah dan melawan hukum;

d. berkelahi dan/atau contact fisik dengan rekan kerja dan pimpinan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU
Perjanjian/kontrak kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan

terhitung sejak tangeal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 atau
selanjutnya dapat dilakukan penyvesuaian sesuai dengan aturan yang berlaku,

Pasal 7
SANKSI

Pelanggaran atas kewajiban dan larangan scbagaimana tercantum dalam Pasal 5 akan
diberikan sanksi sesuai dengan tingkal kesalahannya atau sebagai bahan kebijakan
penyusunan perjanjian/ kontrak kerja tahun berikutnya.

Pasal 8
LAIN-LAIN

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan, kewajiban maupun mentrima
hak, tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut lainnya kecuali yang telah

ditetapkan menjadi haknya.



Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun
sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua)
bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PEHDU UL D) AN KELUARGA BERENCANA

. [ﬁ!
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Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian/kontwrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun
sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat mnp,kap 2 (dua)
bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
Zira] ";--..; KELUARGA BERENCANA

;,,' - “,f

NADITA KUSUMASARI, S.Tr.Bns, e
Pesfibina Utama Mudﬂ



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
Jin: Famutarsin No. 28 Semarang HodoFas 50148 Teldpon FE02052 Fahsimis THAIRIE
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PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR : 800/0043

TENTANG
TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang
bertanda tangan di bawah ini :

l. Dra. RETNO SUDEWILApt,M.Si,MM : Kepala Dinas Pemberdayaan Ptrcmpufm.
Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Jawa Tengah, selaku Pejabat Pengguna
Anggaran, berkedudukan di Semarang
Jalan Pamularsih Nomor 28 Semarang, atas
nama jabatan tersebut, selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.

1. SETYAJI IRAWAN BIMANTORO : Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3374150605930001 berkedudukan di Kota

Semarang, Jl Bukit Beringin Selatan [l
F, 118, Kel. Gondoriyo, Kec. Ngalivan,
bertindak untuk dan atas nama diri sendiri
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA
PIHAK, dan masing-masing disebut sebagai PIHAK,

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga Pendukung Kegiatan di Bidang
Data dan Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;

2. bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup meclaksanakan pckerjaan yang
diberikan olch PIHAK PERTAMA dalam mendukung kegiatan pada Bidang Data dan
Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;

3. bahwa kesanggupan PIHAK KEDUA tersebut telah disertai dengan surat
permohonan pekerjaan/lamaran yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.



Berdasarkan hal-hil terscbut di atos PARA PIHAK scpakat untuk menandatangani
Perjntjinn/Kontrnk Tenaga Pendukung Kegintan i Bidang Data dan Partisipasi
Masynrakat dengan ketentuan schogai berikut :

Pasal 1
uMum

PIMAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana
PIMAK KEDUA menerima tugas pekerjaan terscbutl dengan baik dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 2
RINCIAN TUGAS PEKERJAAN

Rincian tugas pekerjnan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

1. Membunt SPJ kegintan Bidang Data dan Partisipasi Mosyarakat.

2. Mengoperasionnlkan aplikasi perencanann Pernngkat Daerah;

3. Melakukan editor kenten medin sosial Dinas,

4. Melaksnnakan tupas lainnya yang diberikan pimpinan terkait tugas kedinasan.

Pasal 3
HONORARIUM

(1) Atas pekerjann  tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima
honorarium sebesar Rp 2.850.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah) sclinp bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Keschatan scbesar
4% serta BPJS Ketenagakerjoan scbhesar 0.54% (Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
sebesar 0,24% dan Jaminan Kematinn (JKM) sebesar 0,3%) dari honorarium yang
ditentukan.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi,

(3) Biayan pemberinn honorarium schagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada
Anpraran Pendapatan dan Belanjn Dacrah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
2023.

(4) Apabiln dikemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan
penyesuainn berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB

PIHAR KEDUA benangpung jawab terhadap tugas pekerjaan vang diberikan
sebagaimana dimaksud Pasal 2 dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.



sl

KIEWAJIHAN DAN LARANCGAN

1 Do melndesomakan tagon pelerjiunn tersebor, PIIAK KEDUA wajib
w mentontl fom ke yong bedaki db linghungan Pemerintnhe Proviest dowi
Tengah;

b menygini daftar hodie mosuk don palong ke

e, mengenakon pakainn, stribul dan perlenpknpan ying telal ditentuknn;

o melilesnnnlam g dengan penul Lyt Jivwn by

¢ mentanti normn, niloi don ketentunn yang berliku,

L e lnksanakon koordinosi secnrm vertikal don horisoninl;

g pabiln tidak minsule kerjo karenn seatiaiu Iind yang mendesak, sakit atou dlowan
Indnnya yang dopit diperanggungiownhikon wajih menynmpaiken ijin kepoda

alosan lnngsong.

s Dalam melaksanakon tugns pekedonn terselt, PHIAK KEDUA dilnmng, |
. meninpealkan tags tanpa in donfoatau tanpa keterangan yiong b

b, membows  pulang boardng-barang yang beradn di dalam maupun di luar
linphkunpan kantor ying bukon haknya;

¢, melakukan perbustan tereels don perbunstan Ininnya yang, dapat rnerusak
wilinwn pemerintnh don melowan hukum;

d. berkelahi don/otou contonet fisik dengan rekan kerjo dan pimpinan.

Pasal G
JANGKA WAKTU
Perjuniinn/kontrak kerjn inl berloku untuk jangka wakiu 12 {dun belos) bulan

terhitung sejok nngeal 2 Januari 2023 sampai denpan tanggal 31 Desember 2023 atau
selonjutnyn dapat dilekukan penyesusian sesuai denpgan aluran yang, berlaku.

Pasal 7
SANKS!

Pelunpggiran atas kewnjiban dan larangan seboagnimann fereantum dalam Pasal 5 nkan
diberikon sanksi sesuni denpan tnglkat kesalahannysn atau sebagai bahan kebijuknn
peayusunan perjanjinn/ kontrak ken tnhun berikutnyn.

Pasal 8
LAIN-LAIN

PIHAK KEDUA dulam melaksanokan tugas pekerjonn, kewajiban maupun menerima
hak, tidik menuntut menjodi CPNS dan/atay menuntut ninnyn keeuali yang teinh
ditetapkon menfadi haknya;
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Pamial 4
PENLITL

Perinnjian/komtrak kerjn and ditandatangent poda hued, tamgend, bulan dan 1alan
scbagnimana tersebol pada awal Perjongon/ konteak al, (il ranphiap 2 (dun)

bermuaternt cukop mumsing musing untuk MIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA,

PIHAK KEDUA PIHAR 'ERTAMA
REPALA DINAR PEMITERDAYAAN PEREMUUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENCGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUAROA NERENCANA

SETYAN

AWAN HIMANTORO & AMPINWE AL, M, MM,



e PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

m DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
WEMLY PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
) DAN KELUARGA BERENCANA
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PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR : 800/0035

TENTANG
TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINS] JAWA TENGAH

Pada hart ini Senin tanggal Dua bulan Januari tnhun Dun Ribu Dua Puluh Tiga, yang
bertnnda tangan di bawah ini :

. Dra. RETNO SUDEWLApt,M.Si,MM : Kepala Dinas Pemberdavaan Perempuan,
Perlindungan Annk, P:ngcndaliaff
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Jawa Tengah, selaku Pejabat Pengguna
Anggarnn, berkedudukan di  Semarang
Julan Pamularsih Nomor 28 Semarang, atas
nama jabatan tersebut, selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.

1l. SONY RIMAWAN ADHY 8, 8.0r. ¢ Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3301090805930001  berkedudukan  di
Kabupaten Cilacap, Dusun Sokawera Wetan
RT 01 RW 09, Kel. Kubangkangkung, Kec.
Kawunganten, bertindak untuk dan atas
noma  din sendin selanjutnva  disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA
PIHAK, dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga Pendukung Kegiatan di Bidang
Data dan Partisipasi Masyamkat Dinas Pemberdayaan Perempunn, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;

2. bahwa PIHAK KEDUA bersedin dan sanggup melaksanakan pekerjaan vang
diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam mendukung kegiatan pada Bidang Data dan
Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayann Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;

3. bahwa kesanggupan PIHHAK KEDUA tersebut telah disertai dengan surat
permohonan pekerjoan/lamaran vang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.



Berdasarkan hal-hal tersebut di ntas PARA PIHAK sepakat unmtuk menanditamgni
Perjanjian/Kontrak Tenaga Pendukung Kegintan i Bidong Data doan Partinipas
Masyarakat dengan ketentuan sebagni berikout :

Piasnl 1
UMUM

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekecjnnn kepodn PHIAK KEDUA sebognimomn
FIHAK KEDUA menerima tugas pekerjann tersebut dengan baik dari PMTHAK PERTAMA,.

Pasal 2
RINCIAN TUGAS PEKERJAAN

Rincian tugas pekerjaan sebagaimann dimaksud dolam Pasal 1 adalah :
1. Mengumpulkan, menyusun dan mengolnh dota perencanonn Pernnglkal Daerik;

2, Membentu menyiapkan bahan pelaksanann keginton lerknit pengolohan dota
perencanaan Perangkal Dacraly

Menyusun bahan konsep terkait aplikasi Perangkat Dacrah;

Mengoperasionalkan aplikasi Perangkal Docrnh;

Membantu mengoperasional jaringan pada Perangkat Daeraly,

Membantu mendokumentasikan kegintan vang diberikan pimpinon dan tapgns
kedinasan;

Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan terkail tugns kedinasan.

o s o

=

Pasnl 3
HONORARIUM

(1) Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima
honorarium sebesar Rp 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupinh) setinp
bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Kesehoton schesar 4% serta BIVUS
Ketenagakerjaan sebesar 0.54% (Jaminan Kecelnkaan Kerja (JKK) sebesar 0,24%
dan Jaminan Kematian (JKM] scbesar 0,3%) dari honorarium yong ditentukon,

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium sebagaimann dimonksud
pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesum prestnsi.

(3) Biaya pemberian honorarium scbagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan padn
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tohun Anpgarion
2022,

(4) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan besaran honornrium, dilokukon
penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAR

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap tugas pekerjoan yang  diberikan
sebagaimana dimaksud Pasal 2 dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlnka,



Poamal H
RIEWAJTIAN DAN LARANCGAN

1. Dalom melaksanukon tugas pekerjoan tersebut, PHHAK KEDUA wayib @
n. mentanti jom kern vang berlnka di lingkungan Pemerintah Provingl Jawan Tengaly
b, mengisi dafar hodir masuk don pulong kerog
¢. mengennknn pakainn, atribut don perlengkapan ying telah ditentukan;
d. melnksannlaan tugas dengan penub nggEong inwab;
e, mentanti normo, nilad don ketentunn vang berlnku;
£ melaksannkan koordinnsi seenen vertikal donn horisontal;

apabiln tidak masuk kerjn karena sesuntu bl yong mendesak, sakil atow nlnsan
lninnya yang dapat dipertonggunginwabkan wijib menyampaikan jin kepadn
atasan lnngsung.

=

2. Dalam melaksanakan agns pekerjaan tersebut, PIHAK KREDUA dilamng :
n. meninggalkan nugas tmnpa ijin dan/atau anpa keterangan yang sah;

b. membawa pulang barnng-baring yang berndn di dalam maupun di haar
lingkungan kantor yang bukan haknya;

c. melakukan perbuntan terceln dan perbunton lninnya yang dapat  menisak
wibawn pemerintnh dan melawan hukum;

d. berkelnhi dan/atou contact fisik dengan rekan kerjn dan pimpinan,

Pagnl &
JANGEA WAKTU

Perjanjian/kontrak kerja ini berlaku untuk jongka wakiu 12 (dun belas) bulan
terhitung sejnk tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 atan
selanjutnyn dapat dilakukan penyesuninn sesuni dengan ketentuan yang berlaku.

Pusal 7
SANKS]

Pelangearan atas kewajiban dan larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 akan
diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannyn atau sebagni bahan kebijakan
penyusunan perjunjian/ kontrak kerjn tahun berikutnya.

Pasal 8
LAIN-LAIN
PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugns pekerjnan, kewnjiban maupun menerima

hak, tidak menuntut menjadi CPNS don/atau menuntut lninnyn kecunli yang telah
ditctapkan menjadi haknya;



Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian /kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun
sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua)
bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

SONY RIMAWAN ADHY S, S.0r.

NIP 19681124 199310 2 00!



Masnl 1

PENLITLIP

Petjanjinn/kontmmk  kerpa ind diandatongant pada had, tlanggal, Inidan dan tabin
schagmmann  terselt pada owal Pedfonjlon/kontak i, dibuot canghap 2 (il
bermuterni cukup masing masing unink PIHAK PERTAMA don PIHAK KEDUA,

PIHAR KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERIINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PERDUDUK DAN RELUARGA BERENCANA
PROVINST JAWA TENGATH

SONY RIMAWAN ADIIY 8, $.0r, '
mbina Utnma Mudns
NIP 19681124 199310 2 00]



PEMERINTAH PROVINS| JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
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PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR : 800/0042

TENTANG
TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN HELUARGA BERENCANA
PROVINEI JAWA TENGAH

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang

bertanda tangan chi bawah 1 ¢

I. Dra. RETNO SUDEWLAptM.Si MM :

i1, IQBAL BAGASKORO AJl, S. Kom

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Jawa Tengah, selaku Pejabat Pengguna
Anggaran, berkedudukan di Scmarang
Jalan Pamularsih Nomor 28 Semarang, atas
nama jabatan tersebut, selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.

: Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor

3321 142909930001, berkedudukan di Kota
Semarang Desa Mijen RT.04 RW.02 Kec.
Kebonagung Kab. Demak, bertindak untuk
dan atas nama din sendin sclanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA
MHAK, dan masing-masing disebut sebagni PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mencrangkan hal-hal sebagai berikut :

. bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga Pendukung Kegintan di Bidang
Data dan Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;

to

bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan yang

diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam mendukung kegiatan pada Bidang Data dan
Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalinn Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;

3, bahwa kesanggupan PIHAK KEDUA tersebut telah disertai dengan surat
permohonan pekerjaan /lamaran yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakal untunk mensndatangani
Perjanjian/Rontrak  Tennga  Pendukung Kegintan  ch Bidang, Datla dan Partipasi
Masyarnkat dengan ketentuan sebagm berikut:

Masnl 1
uUMUM

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjoan kepadn PIHAK KEDUA sebagaimann
PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjann tersebut dengan baik dari PIHAK PERTAMA.

Posnl 2

RINCIAN TUGAS PEKER.JAAN

Rincian tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

1. Mengelola data dan informasi milik Dinas.

2. Mengoperasionalkan apliknsi e-kekernsan, Apemketan, Jogo Konco, Open Data
Jateng,

3. Mendukung kegiatan pada Bidang Data dan Partipasi Masyarakal.

4. Mengelola media sosial dinas.

Pasal 3
HONORARIUM

(1) Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima
honorarium sebesar Rp 3.200.000,- (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah) setiap bulan
dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Keschatan sebesar 4% serta BPJS
Ketenagakerjaan sebesar 0.54% (Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24%
dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3%) dari honoranum yang ditentukan.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi.

(3) Biaya pemberian honorarium scbagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2023,

(4) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan
penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku,

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap tugas pekerjnan vang diberikan
sebagaimana dimaksud Pasal 2 dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.



Pazal 5
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

1. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA wajib
& mentaati jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah;
mengisi daftar hadir masuk dan pulang kerja;
mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan yang telah ditentukan;
melaksanakan tugas denpan penuh tanggung jawab;
mentaati norma, nilai dan ketentuan yang berlaku;
melaksanakan koordinasi secara vertikal dan horisontal;

apabila tidak masuk kerja karena sesuatu hal yang mendesak, sakit atau alasan
lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan wajib menyampaikan ijin kepada
atasan langsung.

® o en o

2. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan terscbut, PIHAK KEDUA dilarang :
4. meninggalkan tugas tanpa ijin dan/atau tanpa keterangan yang sah;

b, membawa pulang barang-barang yang berada di dalam maupun di luar
lingkungan kantor yang bukan haknva;

¢, melakukan perbuatan tercela dan perbuatan lainnya yang dapat merusak
wibawa pemerintah dan melawan hukum;

d. berkelahi dan/atau contact fisik dengan rekan kerja dan pimpinan.

Pasal 6
JANGEA WAKTU
Penjanjian/kontrak kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan

terhitung sejak tangeal 2 Januar 2023 sampai dengan tangeal 3! Desember 2023 atau
sclanjuilnya dapat dilakukan penyesuaian sesual dengan peraturan yang berlaku.

Posal 7
SANKSI

Pelanggaran atas kewajiban dan larangan schagaimana tercantum dalam Pasal 5 akan
diberikan sanksi sesuai denpan tingkatl kesalahannya atau sebagai bahan kebijakan
penyusunan perjanjinn/ kontrak kerja tahun berikutnya.

Pasal 8
LAIN-LAIN

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan, kewajiban maupun menerima
hak, tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut lainnya kecuali vang telah
ditetnpkan menjadi haknya;



Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tangeal, bulan dan tahun
schagnimann tersebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua)
bermaterni cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA




Pasal ©
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada han, tanggal, bulan dan tahuan
schagaimana tersebut pada awal Perjanjian/kontrak int, dibuat rangkap 2 (dun)
bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDLEDAN KELUARGA BERENCANA

Z WRB PRI JAWA TENGAL

1QBAL BAGASKORO AJL, S.Kom

Pembin
NIP 10681124 199310 2 001
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TENAGA PENDUKUNG KEGINTAN

"Bidang Keluarga Berencana Dan
Advokasi Komunikasi, Informasi,
Edukasi”



PEMERINTAH PROVINS| JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA
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PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR : 800/004 |

TENTANG
TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMHBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

PROVINSI JAWA TENGAH
Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Rilu Dus Poliah Tign, yang
bertanda tangan di bawah ini :

l. Dra. RETNO SUDEWIApt,M.SiMM :  Kepala Dinas Pemberdaynan Peoommpian,
Perlindungan Anale, Penpendilinn

Penduduk  dan  Keluargn  Herentcani
Provinsi Jawn  Tengoh, sclajor Pejaba
Penppuna  Anggiran, berkedadulkan i
Semarang Jaln  Pamularaib Namor 24
Semarang, atas nama jabiaton terse il
selanjutnyn disebut PIHAK PERTAMA.

1. ALFIAN DELLIAR, S.E. ¢ Pemegang Kartu Tanda Penedueduk Nomer
33151301 10920004,  berkedudukan  di

Kabupaten Grobogan JL R, Suprapto O
Sadewa /16 RT 06 RW 021, Kel
Purwodadi, Kee, Purwndadi, bertinduk
untuk dan atas  nama  hirl sendin
selanjutnya discbut PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebul sehagai PARA
PIHAK, dan masing-masing disebul sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga Pendukung Kegintan di Bidong
Keluarga Berencana dan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Dhnas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian  Penduduke dan
Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;

7 bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan yang
diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam mendukung kegiatan pada Bidang Keluarga
Berencana dan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluargn Berencana
Provinsi Jawa Tengah;

7 bahwa kesanggupan PIHAK KEDUA tersebut telah  disertai dengan  surat
permohonan pekerjaan/lamaran yang disjukan kepada PIHAK PERTAMA.



Bﬂ‘l‘daanrk;m hal hal tersebut o atas PARA PHIAK sepakat votak menandatangani
Pt:tjanji:m”{.,-.m;_ik Tenmga Pendikung Keputian podn Dicdanygg Kelwarga Berencana o
Advokasi Komumtkase, Informass dian Edukast dengan keteatsn sebagai berilkiat

Mosal 1
LIMLUIM

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjuan kepada PHIAK KEDUA sehigimann
PIHAK KREDUA menerima tugas pekerjann tersebut dengan baik dari PHIAK PERTAMA,

Pasgal 2
RINCIAN TUGAS PEKERJAAN

Rincian tugas pekerjoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adolah :

1. Menvusun pembuatan SPJ kematan.
2. Membantu mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan,

3. Memvusun konsep surat menyurat;
4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan terkait tugns kedinasan.

(1)

(2)

(3)

()

Pasal 3
HONORARIUM

Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerimn
honorarium sebesar Rp 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sctiap
bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Keschatan sebesar 4% serin
BPJS Ketenagakerjaan scbesar 0.54% (Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) scbesar
0,24% dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3%) dari honorarium vang

ditentukan.

PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium sebagaimana dimaksucl
pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi.

Biaya pemberian honorarium sebagaimana dimaksud avat (1) dibebankan pacda
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

Anggaran 2023,

Apabila dikemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan
penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB

F‘IHAK‘ I{EDUJ} bertanggung jawab terhadap tugas pekerjnan yang diberikan
sebagaimana dimaksud Pasal 2 dengan baik dan sesuai ketentuan vang berlaku.



l"ll‘h'll a
KEWANIAN DAN LARANCGAN
Dialom melaksanakan tugas pekevjaon tersehit, PHAR KEDUA witjil

a0 mentaatn i ke vy berlaka o lingluongan Pemerintah Provinst Jown
Temaaly;

b menges diaftor luwdie sk don polaogg kerjig

¢ mengenakan pakaiin, atribut dan pedenghopan yong telah ditentulern;
A melaksamakon tugas dengon pennbe Bggung jownly,

e mentaatt norma, nilsi dan ketentunn ying berinkig

( melaksanakan koondinasi secam vertikal din horisonind]

apabili tidak mastk kerjn knrenn sesuntn hal yoog mendesnk, sakit atau alatan
lainnya yong dapat dipertanggunginwablan wajib menyampaikon ijn kepndn

atisan langsung,

%*

Malam melaksanakan tugng pekerjnnn tersebul, PIHAK KEDUA dilarang :
2. meninggalkan tugns tanpa ijin doan/atay tanpa keterangan yang sah;

b, membawn pulang barang-borang yang berada di dalam  maupun di luar
lingkungun kantor yang bukan haknyn;

c. melakukan perbuatan terceln dan perbuntan lainnya yang dapat merusak
wibawa pemerintah dan melawan hukum;

d. berkelahi dan/atau contact fisik dengan rekan kerja dan pimpinan.

L2

Pasal 6
JANGKA WAKTU
Perjanjian/kontrak kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan

terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 atau
selanjutriya dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 7
SANKSI]

Pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 akan
diberikan sanksi sesuni dengan tingkat kesalahannya atau sebagai bahan kebijakan
penyusunan perjanjian/ kontrak kerja tahun berikutnya.

Pasal 8
LAIN-LAIN

PIHAK KEDUA dalam melaksanskan tugas pekerjaan, kewajiban maupun menerima
hak, tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntul lainnya kecuali yang telah

ditetapkan menjadi haknya;



Pasal H
KEWAJIAN DAN LARANGAN

1. Dalam melaksanakan wgas pekergaan tersebut, PIHAK KEDUA wajib :
a. mentaati jam kerin yang berlaku di lingkungan Pemerintah  Provinsi Jawa
Tengah;
b. mengisi daftar hadir masuk dan pulang kerja;
c. mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan yang welah ditentukan;
d. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
meniaati norma, nilai dan ketentuan yang berlaku;
melaksanakan koordinasi secara vertikal dan horisontal;

apabila tidak masuk kerja karena sesuatu hal yang mendesak, sakit atau alasan
lainnva vang dapat dipertanggungjawabkan wajib menyampaikan ijin kepada

alasan langsung.

™meon

T

Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang :
a meningegalkan tugas tanpa ijin dan/atau tanpa keterangan yang sah;

b. membawa pulang barang-barang yang berada di dalam maupun di luar
lingkungan kantor yang bukan haknya;

c. melakukan perbuatan tercela dan perbuatan lainnya yang dapat merusak
wibawa pemerintah dan melawan hukum;

d. berkelahi dan/atau contact fisik dengan rekan kerja dan pimpinan.

b

Pasal 6
JANGKA WAKTU
Perjanjian/kontrak kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan

terhitung sejak tanggal 2 Januan 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 atau
selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 7
SANKSI

Pelanggaran atas k:waj{han dan larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 akan
diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya atau sebagai bahan kebijakan
penyusunan perjanjian/ kontrak kerja tahun berikutnya.

Pasal 8
LAIN-LAIN
PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan, kewajiban maupun menerima

hak, tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut lain kecuali
ditetapkan menjadi haknya; nya kecuali yang telah



Pasal 9
PENUTLH?

Perjanjian/kontrak kerjn ini ditandatongani pada hard, tanggal, bulan dan tahun
scbagaimana tersebut pada awal Peranjian/kontrak ini, dibuat rangkap 2 (dua)
bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

e
asg’

¥

ALFIAN DELLIAR, S.E.

NIP 19681124 199310 2 001



Pasnl 9
PENUTLP

Penanjian/kontmak kerja im ditnndamtangani padn han,  tongaal, bulan :!nn talhiun
sebagaimana tersebut pada awal Perjanjion/konteak ini, dibuat rangkap 2 (dua)
bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PTHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
REPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
e "I JAWA TENGAH

"‘ﬁ:ﬂf )
ALFIAN DELLIAR, S.E. Dra. RETNE R‘Eﬁa@ﬁﬁm WI, Apt., M.Si., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP 19681124 199310 2001
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PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOYR - 800/ 0057

TENTANG
TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari int Senin tangeal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang
bertandn tangan di bawah ini :

|. Dra. RETNO SUDEWLAptL, M.Si,MM : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa
Tengah, selaku Pejabat Pengguna Anggaran,
berkedudukan di Semarang Jalan
Pamularsih Nomor 28 Semarang, atas nama
jabatan tersebut, selanjutnya disebut PIHAK

PERTAMA.

II. REIHAN YUDHA MAHENDRA : Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
33210110100000009, berkedudukan di

Kabupaten Demak Jl. Pucang Anom No. 10
RT 007 RW 018 Desa Batursar, Kecamatan
Mranggen, bertindak untuk dan atas nama
din sendiri selanjutnva disebut PIHAK
KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA
PIHAK, dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga Pendukung Kegiatan di Bidang
Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;

2. bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan yang
diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam mendukung kegiatan pada Bidang
Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;

3. bahwa kesanggupan PIHAK KEDUA tersebut telah disertai dengan surat
permohonan pekerjaan/lamaran yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.



al-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani
an di Bidang Keluarga Berencana,

Berdasarkan h
Perjanjian/ Kontrak Tenaga Pendukung kegint _ :
Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Eduknsi dengan ketentuan sebagal berikut:

Posnd 1

UMUIM
PIHAK PERTAMA membenkan tugan pekernan kepadn PIHIAK KEDUA sebagaimana
PIHAK KEDUA menerima  tugas  pekerjnnn tersebut  dengan  baik  dari PIHAK
PERTAMA.

Pasal 2

RINCIAN TUGAS PEKERJAAN
Rincian tugas pekenaan sebagaimana dimaksud dolam Pasal 1 adalah :
1. Membuat konten kegiatan media sosial dinas.
Membantu menyiapkan pelaksanaan kegiatan di Bidang Keluarga Berencana,

Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi

3. Menvusun laporan perjalanan dinas.
Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan terkait tugas kedinasan.

N

Pasal 3
HONORARIUM

(1] Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima
honorarium sebesar Rp 2.850.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah) setiap bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Kesehatan
sebesar 4% serta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0.54% (Jaminan Kecelakaan
Kerja (JKK) sebesar 0,24% dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3%) dari
honorarium yang ditentukan.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi.

(3) Biaya pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

Anggaran 2023.
(4) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan
penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku,

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan sebagaimana
dimaksud pada pasal 2 dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.



Ponnl 5

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

L. Dadom melaksanalan toigas pekerjnon tersebut, PIHAK KEDUA wnjib

ha

I.
o,
ol

L+

i,
b,

mentoati jom kerjo dan mengikati apel popl sesuni ketentuan yang berlaku di
Bogkungan Pemerintnh Provinsi Jnwa Tenguh;

mengist dolar hadie mosuk dan pulang kerjn;

mengennkan palaian, atribut dan perlenpgkapian yang telah ditentukan;
melaksanakan tupns dengan penuh thnpgung jowab;

mentaati norma, nilai don ketentunn yang berlaku;

meluksanakan koordinasi seenra vertikal dan harisontal;

apabila tidak masuk kerjn karenn sesuatu hal yang mendesak, sakit atau
alasan lainnyn yang dapat dipertanggungjawabkan wajib menyampaikan ijin
kepada atasan lanpsung,

- Dalam melaksanakan tupas pekerjnan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang :

meninggalkan tugns tanpa ijin dan/atau tanpa keterangan yang sah;

membawa  pulang barang-barang yang berada di dalam maupun i luar
lingkungan kantor yang bukan haknya;

- melakukan perbuatan tercela dan perbuatan lainnya yang dapat merusak

wibawa pemerintah dan melawan hukum;

- berkelahi dan/atau contact fisik dengan rekan kerja dan pimpinan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian/kontrak kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan
terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
atau sclanjutnya dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang

berlalku.

Pasal 7
SANKSI

ji sbagaimana tercantum dalam Pasal 5

Janggaran atas kewajiban dan larangan sc |

E;L::Uﬁﬁ};imm sanksi sesuai dengan ngk-qi. kcaa!ahﬂl:m}ra atau sebagai bahan
kebijakan penyusunan perjanjian/ kontrak kerja tahun berikutnya.

Pasal 8
LAIN-LAIN

PINAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan, kﬁwa_jiban maupun mencerima
halk, tidnk menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut lainnya kecuali yang telah

ditetapkin menjadi haknya;



Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerjn ini ditandatangani pada hari, tarippal, bulan dan tahun
sebagaimana tersebut pada awal Perjanjinn/kontrak ini, dibuat ranpgkap 2 (dua)
bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA din PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

REIHAN YUDHA MAHENDRA

NIP 19681124 199310 2 001



Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian/kontrnk kerjin ini ditandntangani pada hord, tanggal, bulan dan tahun
sebagaimana tersebut pada awal Perjanjinn/kontrk ini, dibunt rangkap 2 (dua)
bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA daon PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN

REIHAN YUDHA MAHENDRA

Pembina Utama Iv-!ucl:-:t
NIP 19681124 169310 2 001
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PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR : 800/003.1

TENTANG
TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

Pada har i Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang
bertanda tangan di bawah ini :

. Dra. RETNO SUDEWLApt.M.Si,MM : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Jawa Tengah, selaku Pejabat Pengguna
Anggaran, berkedudukan di Semarang
Jalan Pamularsih Namor 28 Semarang, atas
nama jabatan tersebut, selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.

II. AJI NUGROHO WIJAYONO, S.E. : Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3374120812870001 berkedudukan di Kota

Semarang, Kp. Sikunir RT 02 RW 05, kel.
Plalangan, Kec. Gunung Pati, bertindak
untuk dan ates nama din sendin
selanjutnya disebut PIHARK KEDUA,

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA
PIHAK, dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga Pendukung Kegiatan di Bidang
Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi pada Dinas
Pemberdavaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;

bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup melaksanakan pekenaan vang
diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam mendukung kegiatan pada Bidang
Keluaraga Berencana Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;

. bahwa kesanggupan PIHAK KEDUA tersebut telah disertai dengan surat
permohonan pekerjaan/lamaran yvang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.

1o



n“"‘“lm"‘kiu: hal-bisl ternebur di ntos PARA PHHAK sepakat untuk mennndatangani

I‘ﬂfjlmjiun,?Hnmmk Tenogn Penduloom Kegiatan pada Bidang Kelunrpn Berencani,
Advokasi din Komuamibkasi, Informos dan Edukasi denpgan ketentuon sebogni berikul @

Mol 1
LIMLIM

PIHAK PERTAMA memberikon tigtos pekerfann kepioda PIHAK KEDUA sebapaimana
PIHAK KEDUA mencrimn tuggan pekerjonn tersehul dengan boik dori PIHAK PERTAMA.

Pranld 2
RINCIAN TUGAS PEKFIRJAAN

Rincian tugas pekerjann sebapaimona dimaksud dalam Pasal 1 adalnh :

Membuat konten untuk publikasi di medin sosinl Dinas.

Membantu menyusun lnporan pedjolannn dinas.

Membaniu  menyinpkan  bahan  pelaksnnoan  kegiatan pada  Bidang Keluarga
Berencana, Advokasi dan Kemunikasi, Informasi dan Edukasi.

4. Melaksanakan tugas lninnya yang diberikan pimpinan terkait tugas kedinasan,

4 I -

Pasnl 3
HONORARIUM

(1) Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima
honorarium sebesar Rp 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah} sctiap
bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Keschatan sebesar 4% serta
BPJS Kelenagakerjaan schesar 0.54% (Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar
0,24% dan Jaminan Kematian (JKM) scbesar 0,3%) dari honorarium yvang

ditentukan.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi.

(3) Biaya pemberian honorarium scbagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Provinsi Jawa Tengah Tahun Angearan

2023.

(4) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan
penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku,

Pasal 4
TANGGUNG JAWAR

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap tugas pekerjaan  yang diberikan
sebagaimana dimaksud Pasal 2 dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku,



Pasin] 4
TANGOUNG JAWAI

PIHAK  KEDUA bertanggaung  Juwal terhodap tugan pekeroan yang  diberikan
sehagaimana dimaksud Pasal 2 dengnn bk don sesuni ketentunn yvang herlaku,

Pasal 5
KEWAIHAN DAN LARANGAN
1. Dalam melaksanokan tugas pekerjaan tersehuat, PHIAK KEDUA wajib :

Ao mentaati jam kerin yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Jaws
Tengah;

b. mengist daftar hadir masuk dan pulang kerja;

c. mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan yang telah ditentukan;

d. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;

e. mentaati norma, nilai dan ketentuan yang berlaku;
melaksanakan koordinasi sccara vertikal dan horisontal;

g. apabila tidak masuk Kerja karena sesuatu hal yang mendesalk, sakit atau alasan
lainnya vang dapat dipertanggungjawabkan wajib menyampaikan ijin kepada
amasan langsung.

2. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang :

a. meninggalkan tugas tanpa ijin dan/atau tanpa kelerangan yang sah;

b. membawa pulang barang-barang vang berada di dalam maupun di luar
lingkungan kantor yang bukan haknys;

c. melakukan perbuatan terceln dan perbuatan lainnya yang dapat merusak
wibawa pemerintah dan melawan hukum;

d. berkelahi dan/atau contact fisik dengan rekan kerja dan pimpinan.

Pasal &
JANOKA WAKTU
Perjanjian/kontrak kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 {dua belas) bulan

terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 atau
selanjutrya dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

Pasal 7
SANKSI

Pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 akan
diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya atay scbagai bahan kebijakan
penyusunan perjanjian/ kontrak kerja tahun berikutnya.

Pasal 8
LAIN-LAIN
PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekeriaan, kewajiban maupun menerima

halk, tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut lainnya kecuali yang telah
ditetapkan menjadi haknya;



Pasal @
PENUTUP

Perjanji i ini di

wEﬂ g;i'“ml:!fn:ur:lmkhirmi ini dnandnrqngm'rt pada haorf, foogal, Bulan dan whun

et cuktm L padn awal Perjanjinn/kontrak ini, dibunt pangknp 2 [cdua)
up masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

FIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN

24N KELUARGA BERENCANA

RONAWA TENGAH




Pasal

MNP

Perpmpan kontrak Kevj i ditaodatangant pada had, tanggal, bulan doan 1ahun
sebagaimann feesebut padac awsl Perjanjion/konteak i, dibum rangkop 2 (dun)
Bermuaternt cukup magingg masingg tuntuk PIHAK PERTAMA an PIHAK KEDUA,

PIHIAK KEDUA PHIAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBIERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
| ATRHT B ELUARGA BERENCANA

7 PIEN

—

Ak Nugohe Wivone, 8.1,
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PEMERINTAH PROVINS! JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

St P N 38 Semarang HodeMos 50140 Talepon 70602152 Fakalmilo 7022930
o M ,.:T-II-:-‘.‘.I.M.HM‘“_]m.":..nhmqplqw i i s W dpdakh jatingpres o

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR : §10.720015

TENTANG
TENAGA FULLTIMER SATUAN PELAYANAN TERPADU
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini, Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua ribu Dua Puluh Tiga, yang
bertanda tangan di bawah ini :

Dra. RETNO SUDEWI, Apt, : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
M.Si, MM Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah,
selaku Pengguna Anggaran, berkedudukan di
Semarang Jalan Pamularsth nomor 28
Semarang, berdasarkan atas nama jabatan
tersebut, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

SITI NYUTIANI, S.Fil.l : Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor
3317087012800001, berkedudukan di
Rembang Desa Pedak RT.002 - RW.004
Kelurahan Pedak, Kecamatan Sulang, bertindak
untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA
PIHAK, dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

3. bshwa PIHAK PERTAMA membutuhkan lenaga Fulltimer SPT-PPA guna
mendukung Kinerja Satuan Pelayanan Terpadu pada Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudulk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah;

b. I:mht:m PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup membantu PIHAK PERTAMA dalam
mcn_la]nnka.n. pelaksanaan teknis pelayanan terpadu di Satuan Pelayanan
Terpadu-Perlindungan Perempuan dan  Anak pada Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kelu B
Provinsi Jawa Tengah:; a4rga Berencana

€. bahwa kemnggu]:!an PIHAK KEDUA tersebut telah disertal dengan surat
permohonan pekerjaan/lamaran yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di alas

s PARA PIHAK sepakat k | .
Perjanjian/Kontrak Tenaga Fulltimer S pakat untuk menandatangani

PT-PPA dengan ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1

LIMLUIM

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekeriann kepadi AR KEDUA schagaimana
PIHAK KEDUA mencrima  tugas  pekerjain  tersebut dengan baik  dari PIHAK
PERTAMA

sl 2
TUGAS PEKERIAAN

(1 Pihak KEDUA melaksanakan huges pekerjnan pada Divisi Layanan Rehabilitass
Sosial.

121 Tugas pekerjaan scbogaimana dimaksud dalam ayat | adalah:

a.  Melakukan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

b, Sebagai pendamping/fulltimer SPT PPA. o

[ Melakukan lavanan rehabilitasi sosial di SPT PPA dan mengkoordinasikan
dengan Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah dalam penanganan kasus.

d. Membantu Menyusun SPJ.

Pasal 3
HONORARIUM

(1) Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima
honararium sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap
bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Keschatan sebesar 4% serta
BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0.54% (Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar
0.24% dan Jaminan Kematian (JKM) scbesar 0,3%) dari honorarium yang
ditentukan.

(3] PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi kinerja.

(3] Biaya pembenan honorarium sebagaimana dimaksucd ayat (1) dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2023.

(4] Apabila di kemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan
penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap pemberian Layanan Rehabilitasi i
; ; ilasi Sosial
Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di kantor Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pen endali
Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. g tan Penduduk dan



Panil H
KEWANBAN DAN LARANGAN
(1) Dalam melaksanakan tagas pekerionn tersehut, PHIAK KEDUA wajily

A Mentaati wakin kerjon yang telah ditentukan;

b Mengist buku hadir dan pulang keggia;

c. Mengikutt Apel Pagi yvang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalinn Penduduk dan Keluarga
Berencana Pravinsi Jawa Tenpah;

d. Mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan yang disediakan /jika ada;

Melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab;

Mentaati norma, nilai dan ketentuan yang berlaku;

Apabila berhalangan melaksanakan tugas, wajib meminta ijin tertulis

kepada atasan langsung.

(3 Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang:

a. Meninggalkan tugas tanpa ijin:
b. Membawa pulang berkas kasus dan barang-barang kantor di luar

A =-n

lingkungan kantor;
c. Melakukan perbuatan yang dapat merusak wibawa pemerintah dan
melawan hukum;
d. Meminta/menerima imbalan dari korban berupa uang atau barang.
Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian/kontrak kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan
terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
atau selanjutnya dapat dilakukan penyecsuaian scsuai dengan ketentuan vang
berlaku.

Pasal 7
LAIN-LAIN
(1) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan, kewajiban maupun

menerima hak, tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut lainnya
kecuali yang telah ditetapkan menjadi haknva;

(2) Pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana ketentuan dalam pasal 5
akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya atau sebagai bahan
evaluasi dan kebijakan peniyusunan perjanjian/kontrak tahun berikutnya.



PIHAK KEDUA

f0000°
[

7RSS AT

SITI NYUTIA

NI, S.Fil.l

PMannl B

PENUTUHP

Petianpan kontrak kerga i ditandlatangani pada hari, tanggnl, bulan dan tahun
sehagumana diselng pada awal Perjonpnn/kontrak ini, dalam manphkop 2 [t
bermaterut cukup masimg masing untuk PIHAK PERTAMA dun PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS PEMBIERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGIENDALIAN

PENDUDUK
GA BERENCANA

Perrbiina Utama Muda
NIP. 19681124 199310 2 001



PPasal 8
PENUTUP
Perjanjian /kontrak kerja i ditandatangam pada bari, tanggal, bulan dan tahun

sebagmimana disebut pada awal Perjanjian /kontrak ini, dalam rangkap 2 (dua)
bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK

SITI NYUTIANI, S.FiLl

e, :
Tibina Utama Muda
NIP. 19681124 199310 2 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

\ 52 Faksimile 7622536
P No. 28 KodePos 50148 Telepon 78023 . :
'HH mmilw%mwmawnmw ol wiehimitn - www dpdakb jatengprov.go.id

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR :510.72/0012

SATIRR § AN TERPADU
TENAGA FULLTIMER SATUAN PELAYAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua, bulan Januari, tahun Dua ribu Dua Puluh Tiga, yang
bertanda tangan di bawah ini :
.  Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, : Kepala Dinas Pemberdayaan Fcrtmpu:an,
MM Perlindungan Anak, F‘cngendalimrf
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Jawa Tenpah, selaku Penpguna Anggaran,
berkedudukan cli Semarang  Jalan
Pamularsih nomor 28 Semarang, alas nama
jabatan tersebut, selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA,

II. RIASMOROSARI, SH ¢ Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
J374094707870002, berkedudukan di Kota
Semarang Karangrejo RT. 006 - RW. 001
KRelurahan  Karangrejo, Kecamatan Gajah
Mungkur, bertindak untuk dan atas nama
¢thri sendiri  selanjutnya  disebut  PIHAK
KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut scbagai PARA PIHAK,
dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

3. bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga Fulltimer SPT-PPA guna
mendukung Kinerja Satuan Pelayanan Terpadu pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Herencana Provinsi Jawa Tengah;

b. huh-._vu PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup membantu PIHAK PERTAMA dalam
menjalankan  pelaksanaan  teknis pelayanan terpadu di Satuan Pelayanan
Terpadu-Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdaynan
Perempuan,  Perlindungan  Anak, Pengendalian Penduduk dan Hrm;irq-|
Berencana Provinsi Jawa Tengah; =

G ‘bihiwa kenunggupan  PIHAK  KEDUA tersebut telah disertai dengan  sura
permohonan peketjaan/lamaran yang dinjukan kepada PIHAK PERTAMA,



I.‘:r:rq!;m-rk:m hal hal terseblnpt i atas PARA PIHAK  sepalint ontuk menandatangani
p'-'f}“l'l;!:m; Kontrak Tetmea Fullimer ST PPA dengan e tentuaan nelugal bherikut:

Manal |

LUMUM
PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjann Kepuda PINAK H['ZI}U;\' '-.11h=flf1'|"'“|“l|
FPIHAK KEDUA menenma tugas pekerinan tersebut dengan bodk dari PIHAK PERTAMA,

Pasal 2

TUGAS PEKERJAAN

(1) Pihak KEDUA melaksanakan tugas pekerjaan pada Divisi Layanan Medis.
Tugas pekerjaan scbhagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah:

n.  Pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak.
b, Penanggungjawab divisi layanan medis.
c.  Mengroordinasikan layanan dengan lembaga terkait sesuai kebutuhan korban.

Pasal 3
HONORARIUM

(1} Alzs pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima
honorarium sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Duaratus Ribu Rupiah) setiap
bulan sudah dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Kesehatan sebesar 4%
serta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0.54% (Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
sebesar 0,24% dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3%) dari honorarium yang
ditentukan.

2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi kinerja,

(3) Biaya pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
2023,

(4) Apabila di kemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium, dilakukan
penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.



Pasal 4

TANGGUNG JAWAR

PIHAK KEDUA bertangpung jowab terhadap pemberion Layanan Medis Satuan
Pelayanan Terpady Perlindungan Perempuan  dan Anak di Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, penpendalion Penduduk dan Keluarga Herencana

Provinsi Jawa Tengnh

Pasal 5
KEWAJIBAN DAN LARANGARN

(1) Dalam melnksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA wajib:

i Mentaat wakitu kerja vang telah ditentukan;

b, Mengisi buku hadir dan pulang kerja;
kan oleh Dinas Pemberdayaan

c. Menmkuti Apel Pagi yang diselenggara
Perempunn, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kcluarga

Berencana Provinsi Jawa Tengah;
himgmakan pﬂka}an_ atribut dan pcrlcnglmpan mlﬂim!diﬂkﬂ 1fjikﬂ ﬂ.dﬂ;

Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
Mentaati norma, nilai dan ketentuan yang berlaku;
Apabila berhalangan melaksanakan tugas, wajib meminta ijin tertulis kepada

atasan langsung.

m &S0 o

(21 Dalam melaksanakan tugas pcekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang:

a. Meninggalkan tugas tanpa ijin;
b. Membawa pulang berkas kasus dan barang-barang kantor di luar lingkungan

kantor;
Melakukan perbuatan yang dapat merusak wibawa pemerintah dan melawan

hukum;
d. Meminta/menerima imbalan dari korban berupa uang atau barang.
Pasal 6

JANGKA WAKTU

C.

Perjanjian /kontrak kerja ini berlaku untuk jangka wakmu 12 (dus belas) bulan
terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 atau
selanjulnya dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7
LAIN-LAIN

(1 PIHEK. KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan, kewajiban maupun
menerima hak, tidak menuntut menjadi CPNS danfatau menuntut lazinnva

kecuali yang telah ditetapkan menjadi haknya;
(2)  Pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana ketentuan dalam 5
arar ajiban d _ pasal 5
akan dr‘bmkan E:?.I‘Iskﬂl sesuai dengan tingkat kesalahannya atau sebagai bahan
evaluasi dan kebijakan penyusunan perjanjian/kontrak tahun berikutnya



Pasal 8
PENUTLIP
Fcrjﬂnjinn__;km“mk kerin i ditandatangani pailn hard, tanggal, bulan dan tahun

: . (] H y hlfll
sehagnimana disebut pada awal  Projanjian/konteak ini, dalam  ranghap 2
bermaterai cukup masing masing antuk PIHAK PERTAMA tlan PIHAK KEDUA.

PIMAR KEDUA MUAK PFERTAMA
KEPALA DINAS PEMHERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

|
;

RIASMORDSARI, SH.

Wi, Apt, M. 5, MM
Pembina Utama Mueda
NIP. 19681124 199310 2 00



Pasal 8
PENUTUP

. s alo oac i da hari, tanggal, bulan dan tahun
Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangant pa h, tanggal,

scbjagtfimaim discbut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dalam rangkap 2 (dua)
bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
ROVINSI JAWA TENGAH

]
B

ROSARI, SH. EWIL, Apt, M.Si, MM

- Pembina Utama Muda
NIP. 19681124 199310 2 001




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

B Patara®™ M 78 Seeoegee Woeision S3940 Tolspon TIXTRES Fakyemie TH22I538
=3l mTracaT ANt _SEureraivoy gt f et waee S0 eengsDy 20

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR - 360.2/0019

TENTANG
TENAGA FULLTIMER SATUAN PELAYANAN TERPADU
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini, Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua ribu Dua Puluh Tig,
vang bertanda tangan di bawah ini :

. Dra. RETNO SUDEWI, : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Apt, M.Si, MM Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa
Tengah, selaku  Pengguna  Anggaran,
berkedudukan di Semarang Jalan Pamularsih

nomor 28 Semarang. atas nama jaobatan
terscbut,  selamjutnya disebut PIHAK
PFERTAMA.

. DIANA MAWARW., SE. : Pemegane Kanu Tamda Penduduk  Nomor
A374065T053780003, berkedudukan dh
Semarang JI. Parung Kusumo NI NO. 34 RT.

008 - RW. 003 Relumhan Trogosar hulon,
Kecamatan Pedurunpan, bertindok untuk don
atas nama din sendin selunjuinve disebul

PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebugoi
PARA PIHAR, dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerngkan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenagn Fulltimer SPT-PPA guna
mendukung Kinerja Satuan Pelavanan Terpadu pada Dinps Pemberdavaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Bercncana Provinsi Jawa Tengah;

2. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan yang
diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam mendukung kegiatan pada tenagn
Fulltimer SPT-PPA guna mendukung Kinega Satuan Pelayanan Terpadu

a Dinas Pemberdayvaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah; '

3. Bahwa kesanggupan PIHAK KEDUA tersebut telah disertsi dengan surat
permohonan pekerjaan/lnmaran yvang dinjukan kepada PIHAK PERTAMA

Herdasarkan hal-hal  tersebut di  atas PARA  PIHAK  scpakat  untuk
menandatangani  Perjanjian/Kontrak Tenaga Fulltimer SPT-PPA  dengan
ketentunn sebagat berikut;



Pasal 1

UMLUM
PIHIAK  KEDUA

' kerpman kepada
AR P e ; gan buik

kerinan tersehul den

PIHAK PERTAMA membenkan
sebagaimana PIHAK KEDUA menerinun thgak o

dari PIHAK PERTAMA
Musnl 2

RINCIAN TUGAS PEKERIAAN
(1] Pihak KEDUA melnksanakan tugas  pekerjoan padn Divisi - Luyanan

Pengaduan

(2) Tuens pekerann sebagnimana dimalesud dalam ayal | aclalnh:

a. Meneadministrasi keuangan SPT PPA,

b, Membuat laparan 8P SPT PPA.
¢ Menginput data realisasi keuangan SPT PPA.
d. Membantu penerimaan pengaduan kekerasan di SPT PPA.

Pasal 3
HONORARIUM

Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima
honorarium sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
setiap bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Keschatan sebesar
4% serta BPJS Kelenagakerjaan sebesar 0.54% (Jaminan Kecelakaan Kerja
[JKK] sebesar 0,24% dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3%) dari

hanorarium yang ditentukan.

ii

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi kinerja,

Biava pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Provinsi Jawa Tengah Tahun

Anpgparan 2023.

(4] Apabila di kemudian hari terdapat perubahan besaran henorarium,
dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap tugas pekerj 1
| ) _ jaan yang diberikan
sebagaimana dimaksud Pasal 2 dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 5



Pasal 4
TANGOUNG  JAWADR

PIHAK KEDUA bertangrunge jowah ferhadop tugan pekerjpan vang rhl-rw!lr'.;m
sebagaimana dimatosnd Pasad 2 dengan enk dan sesunn ketentuan sang berlaku

il 5
KEWAIIAN DIAN LARANGAN

(11 Dalam melaksanakan magas pekerjaan terschut, PIHAK KEDUA wapb

A Mentaati waktu kerja vang telah ditentukan;

b. Meneisi buku Nadir dan pulang kerji;
Mengikuti Apel Pagi vang disclenpgarakan oleh Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalinn Penduduk dan RKeluamga

Berencana Provinsi Jawa Tengah; N
d. Mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan vang disediakan/jika

ada;

Melakukan tugas dengan penuh tanggung jawalb;

Mentaati norma, nilai dan ketentuan yang berlaku;

Apabila berhalangan melaksanakan tugas, wajib meminta ijin tertulis

kepada alasan langsung.

(2) Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang:

a. Meninggalkan tugas taripa ijin;
b. Membawa pulang berkas kasus dan barang-barang kantor di luar

lingkungan kantor; _
c. Melakukan perbuatan yang dapal merusak wibawa pemerniah dan

melawan hukum;
d. Meminta/menerima imbalan dari korban berupa uang atau barang.
Pasal 6

JANGKA WAKTU

R

Perjanjian/kontrak kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan
terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember
2023 atau selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan

yvang berlaku.
Pasal 7

LAIN-LAIN

(1) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan, kewajiban maupun
menerima hak, tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut lainnya

kecuali yang telah ditetapkan menjadi haknya;

{2) Pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana ketentuan dalam
pﬁsﬂa] 5 ahahmkandihearfkan 5::1:& sesual dengan tingkat kesalahannva atau
scbagai evaluasi kebijakan penvusu janjian /| :
tahun berikutnya. e parhmieme



Masinl 8
PENLITUP

Perfanpan kentrak keep wn disandatangant pada hany, tangeal, nalan dan tiuhun
sebugaimana disebut pada awal Perjunjinn/konteak i, daliom ranpkap 2 (dui)
Bermaterm cukup masing-masing uniuk PIHAK PERTAMA il PIHAK KEDUA.

PIHAR KEDUA MIAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

DIANA MAWAR W.. SE TG SEDFEWI, Apt, M.Si, MM

hirg Utama Muda
NIP. 19681124 199310 2 001



Pasal 8
FENLTTUP
Perjanjtan/ kentrak kega i ditandatangam pada han, tanggal, bulun dan tahun

schagmmana disebut padn awal Penanpuom /kontrak ini, dalam mngkop 2 (dua)
bermuteral cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA «un PIHAK KEDUA.

PiHAKR KREDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUR
E}.Fl'\‘ i\.ELUﬁ.RGA BEHE‘-CA}.A

DIANA MAWAR W., SE

' mbma Utama \Iuda'
NIP. 19681124 199310 2 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANAW

40 Telepon THO2052 Faksimile

Jin, Pamutarait No, 28 Semamng Kodeffas 01 !
el dppnsdaidaikt_[tgapismngprov go o wibisite | wiww ddpdak jalengaioy ga i

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR : $10.72/0011

TENTANG
TENAGA FULLTIMER SATUAN PELAYANAN TERPADU
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua, bulan Januari, tahun Dua ribu Dua Puluh Tiga,
yang bertanda tangan di bawah ini

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Analk, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah, selaku Pengguna
Anggaran, berkedudukan di Semarang
Jalan Pamularsih nomor 28 Semarang,
atas nama jabatan tersebut, selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA.

I. Dra. Retno Sudewi, Apt, M.Si, MM

1. TRI PUTRANTI N. . Pemegang  Kartu  Penduduk  Nomor
177407591 1810001 berkedudukan di JL
Nungka | No. 21 RTO3 RWO2 Kelurahan
Lamper  Kidul  Kecamatan  Semarang
Selatan Kota Semarang, bertindak dan atas
namn  din sendin selanjutnya  disebut

PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sccara bersama-sama disebut sebagai PARA
PIHAK, dan masing-masing disebut sebagal PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut

a  bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga Fulltimer SPT-PPA guna
mendukung Kinerja Satuan Pelayanan Terpadu pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup membantu PIHAK PERTAMA dalam
menjalankan pelaksanaan teknis pelayanan terpadu di Satuan Pelayanan
Terpadu-Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan  Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Jawa Tengah;

bahwa kesanggupan PIHAK KEDUA tersebut telah disertai dengan sural
permohonan pekerjaan/lamaran yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.



Berdasarkan hal-hal tersebut i atns PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani

Perjanjian/Kontrak Tenaga Fulltimer SPT-PPA dengan ketentun s

&

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada |
PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjnan tersel

(1)

(2

(h

2

(3)

(4)

Dot herikut:

Pasal |

LIMUM
MHAK KEDUA schagaimana

sut denpan baik dari PHTAK PERTAMA.

Posal 2

TUGAS PEKERJAAN
Pilak KEDUA melaksanakan tugas pekerjaan sebagai Manager Kasus.

Tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah:
Pendampingan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan

a.
dan anak.

b. Penanggungjawab sebagai manager kasus. _

c. Mengkoordinasikan layanan dengan lembaga layanan lain terkail
penanganan kasus.,

d. Melakukan layanan pengaduan, medis, rchabilitasi sosial, bantuan

hukum/layanan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 3
HONORARIUM

Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima
honorarium sebesar Rp. 2.850,000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh
Ribu Rupiah) setiap bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS
Kesehatan sebesar 4% serta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0.54% (Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dan Jaminan Kematian (JKM]) sebesar

0,3%) dari honorarium yang ditentukan.

PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi kinerja.

Biaya pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

Anggaran 2023,
Apabﬂa di kemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium,
dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.



Pasal 4
TANGGUNEG JAWAR
PIHAK KEDUA bertanggung jiwal terhadap pemberinn Layanan Reintegrasi Sosial dan

Pemulangan Satuan Pelivimum Terpadu Perlindungan Perempiih ‘,i'““ m:mi: ‘:; tar{:;!;:l;
Dinas Pemberdaviaan Prrempunn, Pl tanpan .ﬂmuk. I'cllw:mlulmu Perdudu

Keluarga Berencana Provins Jawi Tenpah.
Prsal 5
KEWAJIRAN DAN LARANGAN

(11 Dalam melaksanakan tugns pekerjoan tersehut, PIHAK KEDUA wajib:
Mentaati wiktu kerjn yang telah ditentukan;

i

b, Mengisi buku hadir dan pulang kerja;

. Mengikuti Apel Pagi yang diselenggarakan oieh Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Jawa Tengah; ~

d.  Mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan yang digediakan/jika ada;

e, Melakukan tugas dengan penuh tanggung jawaly,

i Mentaati norma, nilai dan ketentuan yang berlaku; _

g Apahila herhalangan melaksanakan lugas, wajib meminta ijin tertulis

kepada atasan langsung.

(2] Dalam melaksanakan tugas pekerjaan terscbut, PIHAK KEDUA dilarang;
a. Meninggalkan tugas tanpa ijin;
b. Membawa pulang berkas kasus dan barang-barang kantor di luar

lingkungan kantor;

c. Melakukan perbuatan yang dapat merusak wibawa pemerintah dan
mefawan hubum;

d. Meminta/menerima imbalan dari korban berupa uang atau barung.

Pasal &6
JANGEA WAKTU

Perjanjian/kontrak kerja ini berlalcy untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan
terhitung ?:jﬂk tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
atau selanjutnya dapai dilakukan penyesuaian sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 7
LAIN-LAIN

(1} FHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan, kewajiban maupun
menenma hak, tidek menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut Jainnya
weruali yang telah ditetapkan menjadi haknya;

(2}  Pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagai i
zarar : 1 gaimana ketentuan dalam pasal 5
akan diberikan sanksi sesual dengan tingkar kesalahannyn atau schagdipgc:han
evaluasi dan kebiiakan penyusunan perjanjian/kontrak tahun berilkutava,



Pasnl 8
PENUTUP

Perjanjinn/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tangeal, bulan dan tahun

“h“'gﬂiml{lm discbut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dalam rangkop 2 (dua)
bermaterai cukup masing-masing untulk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PERIEMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
ATRIDANS! JAWA TENGAH

AN =

TRI PUTRANTI NOVITASARI 1, Apt, M.Si, MM

NIP. 19681124 199310 2 001



Panal B
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, langgal, bulan dan tzhun
sebagaimana disebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dalam rangksp 2 (dua)
bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA _
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

A TRROBNG! JAWA TENGAH

-

B AN E Apt, M.Si, MM
Pembens Utinma Muda
NIP 1TMGHET 124 199310 2 001

TRI PUTRANTI NOVITASARI Favs




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

-‘./( DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
" " PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
Wty DAN KELUARGA BERENCANA

% Jia, Perutarsih Ko, 20 Semarang KodePos 30140 Telepen TROT9S2 Fakninile THII926
prrmal | SGepadaltunk s ileEhrengirey 8 o webate | w dp Lk b idenegger i g

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR :510.72/0013

TENTANG
TENAGA FULLTIMER SATUAN PELAYANAN TERPADU
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua, bulan Januan, tahun Dua ribu Dua Puluh
Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

L

Dra. RETNO SUDEWI, Apt : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,

M.Si, MM Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa
Tengah, selaku  Pengguna  Anggaran,
berkedudukan di Semarang Jalan Pamularsih
nomor 28 Semarang, berdasarkan atas nama
jabatan tersebut, selanjutnya discbut PIHAK
PERTAMA.

ALVIONITA DW1 ANASARI, : Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor

S.H 3301177107960003, berkedudukan di
Kabupaten Cilacap Jalan Masjid RT 02 RW
02, Kel. Karangjati, Kec. Sampang, bertindak
untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-samn disebut sebagai
PARA PIHAK, dan masing-masing disebut sebapai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut

bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga Fulltimer SPT-PPA pninn
mendukung Kinerja Satuan Pelayanan Terpadu padn Dinas Pemberdayann
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarps
Berenicana Provinsi Jawa Tengah;

bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sangoup membantu PIHAK PERTAMA
dalam menjalankan pelaksanaan teknis pelayanan terpadu di Satuan
Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarpa
Berencana Provinsi Jawa Tengah;

bahwa kesanggupan PIHAK KEDUA tersebut telah disertai denpan surat
permohonan pekerjaan/lamaran yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA FIHAK sepakat untuk
menandatangan) Perjanjian/Kontrak Tenaga Fullimer SPT-PPA  denpan
ketentuan sebagai berikut:



fanal |
LML

MHAK  PERTAMA  memiberikan g pekerionn kepada PIHAK - KEDUA
selipaimann AR KEDUA menerimn o pelerjpnn tersebut dengan baik

el PHIAK PR TAMA

Ml 2
TUGAR PEREIIAAN

(1) Pilak KEDUA  meloksanakan  tagan  peketjoan pada Divisi - Layanan
Pengvilom

1 P pebkerann sebagsimona dimakesimd dalom ayat | nelanloh:

A Mencrima peniaduan kensuliash korlinn keleermnsnn yang duting ke SFT
A )

b Melakukon  peodampingan ok, medis,  rehabilitasi sosinl  serta
oo friil hr'llni hurlmu. ) )

v Melakubon rokap kasus terknit pengadunn dan konsultasi (sedministrasi
Kamues skl

P*asal 3
HONORARIUM

11} Atis pekerjann tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima
Honorarium sebegar Rp. 3.200,000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
setiap bulan dan ditamboh dengan mendapatkan BPIS Kesehatan sebesar
4% serta BS Ketenagakerjnan sebesar 0.54% (Jaminan Kecelaknan Kerja
[IKK) sebesar 0,24% dan Jaminan Kematian [JKM) sebesar 0,3%) darn
honorarium yang ditertukan,

(2) PINAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium  sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi kinerja.

(%) Biaya pemberian honorarium schagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan
padin Anggirnn Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anpgaran 2023,

(1) Apubiln & kemudien han terdapat  perubnhan  besaran  honorarium,
dilakukan penyesuninn berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertnnpgung jawab terhadap pemberian Layanan Pengaduan bagi
karhan di Batuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak i
Dinns Pemberdayonn Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
don Kelunrgn Berencann Provinsi Jawa Tengah



Pasil 5

KEWAJIHAN DAN LARANCGAN

(1) Dalam melaksanakan nigas pekeraan tersebul, PIHAK KEDUA wajily:

4. Mentanti waktu Kerja yang telah ditentulin;

b, Mengisi buku hadir dan pulang kega; .

¢. Mengikuti Apel Pagi yang disclenggarukan oleh Dinns Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anuk, Pengendalion Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Jawa Tengah, o "

d. Mengenakan pakaian, atribul dan perlengkapan yang disediakan/)ika

ada; ‘

Melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab;

Mentanti norma, nilai dean ketentuan yang berlaku; . .

g Apabila berhalangan melaksanakan ftugas, wajib meminta ijin tertulis
kepada ntasan langsung.

3

(2) Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang:
a. Meninggalkan tugas tanpa ijin;
b, Membawa pulang berkas kasus dan barang-barang kantor di luar
lingkungan kantor;
¢. Melakukan perbuatan yang dapat merusak wibawa pemerintah dan
melawan hukum;
d. Meminta/menerima imbalan dan korban berupa uang atau barang.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian/kontrak kerja ini berlaku untuk jangka wakiu 12 (dua belas) bulan
terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember

2023 atau selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan
vang berlaku.

Pasal 7
LAIN-LAIN

(1) FHMK_ KEDUA dalam meluksanakan tugas pekerjaan, kewajiban maupun
menerima hak, tidok menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut lainnya
kecuali yang telah ditetapkan menjadi haknya; -

[2) Pelanggaran atas kewajiban dan larangan scbagaimana k
8 ke _ etent dal
pasal 5 akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat ktsalah:na:yﬂ Eat?u“L:

scbagai bahan evaluasi dan kebijakan 2
tahun berikutnya. . penyusunan  perjanjian/kontrak



Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun
sebagaimana discbut pada awal Perjanjinn/kontrak ini, dalam rangkap 2 (dua)
bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUI{!\I\I KELUARGA BERENCANA

Pembina Utama Muda‘
NIP. 19681124 199310 2 001



Perjanjian/kontrak kerja ini

sechagaimana discbut pada awa

bermaterai cukup masing-

PIHAK KEDUA

ALVIONITA DWI ANASARI, SH

Pasal 8
PENUTUP

ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun
| Perjanjian/kontrak ini, dalam rangkap 2 (dua)
masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUD! KELUARGA BERENCANA

FEBmE K. 2 :

YA TER L
Dra. REFNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19681124 199310 2 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

i, Pamudarsih Mo, 28 Semamng HodaPos 50148 Telepon 7602

J
o.mail - dppadalduk_igatjatongprov 4o d websie waw dplakd 1"‘“___”“ ﬁﬁﬂmﬂ“ -

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR :510.72/0014

TENAGA FULLTIMER SATUAN PELAYANAN TERPADU

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini, Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua ribu Dua Puluh Tiga,
yang bertanda tangan di bawah ini :

. Dra. RETNO SUDEWI, : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuarn,

Apt, M.Si, MM Perlindungan Anak, Pengendalian Fqnduduk

dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa

Tengah, selaku  Pengguna Anggararn,

berkedudukan di Semarang Jalan Pamularsih

nomor 28 Semarang, berdasarkan atas nama

jabatan tersebut, sclanjutnya disebut PIHAK

PERTAMA.

il. ACHMAD MISRIN, : Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
SH., MH. 47924 111812800001, berkedudukan di Kendal

Dusun Krajan RT. 002/RW. 008 Kelurahan
Bebengan, Kecamatan Boja, bertindak untuk
dan atas nama difi sendiri selanjutnya
discbut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersamii-sama disebut scbagai
PARA PIHAK, dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal scbagai berikut :

3. bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga Fulltimer SPT-PPA guna
mendukung Kinerja Satuan Pelayanan Terpadu pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Provinsi Jowa Tengah;

b. bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup membantu PIHAK PERTAMA
dalam menjalankan pelaksanaan teknis pelayanan terpadu di Satuan
Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Jawa Tengah;

c. bahwa I‘-:esanggup:_an PIHAK KEDUA tersebut telah disertai dengan surat
permohonan pekerjaan/lamaran yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.



Berdasarkan  hol hal  tersebar i otas PARA - PHIAK sopakat  untuk
menandatangant  Pepniian/Konteak Tenaggn Falltimer SUT-PPA dengan
ketentisan sebagm bertkan

sl 1
LIMLUIM

PIHAK  PERTAMA  memberikan  tugas  pekerjonn kepada PLHAK HEDL’[‘A
sehagaimana PIMAK KEDUA menerima tugas pekerjoan terscbut dengan baik
dar PIHAK PERTAMA.

Pasal 2
TUGAS PEKERJAAN

{1) Pthak KEDUA melaksanakan tugas pekerjaan pada Divisi Layanan
Bantuan dan Penegakkan Hukum.

{2} Tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah:

a. Memberikan konseling hulum..
b. Pendampingan hukum kepada korban.
c. Membuat analisa hukum (legal opinion)

Pasal 3
HONORARIUM

(1) Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima
honorarium sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
setiap bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Kesehatan sebesar
4% serta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0.54% (Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK) schesar 0,24% dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3%) dari
honorarium yang ditentukan.

(2] PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi kinerja.

(3) Biaya pemberian honorarium sebagaimana dimalksud ayat (1) dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anpgaran 2023.

(4) Apabila di kemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium,
dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku,



Berdasarkan hal-hal  fersebut i atas  PARA  PIHAK  sepnkat  untuk
menandatangani  Perjanjion/Kontrak  Tenoaga  Fulltimer SPT-PPA  dengon

ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
UMUM

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pckerjaan kepada PIHAK KEDUA
sebagaimana PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan tersebut dengan baik
dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 2
TUGAS PEKERJAAN

(1) Pihak KEDUA melaksanakan tugas pekerjsan pada Divisi Layanan
Bantuan dan Penegakkan Hukum.

(2) Tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat | adaial:

a. Memberikan pendampingan layanan bantuan hukum bagi korban
kekerasan lerhadap peréempuan dun anak, baik litigasi maupun non
litigasi;

b. Mengkoordinasikan layanan penegakkan hukum bag korban kekerasan
terhadap perempuan dan anak kepada aparat penegak hukum;

¢. Menyiapkan rujukan kepada lembaga layanan bantuan dan penegakkan
hukum sesuai kebutuhan korban,

d. Memantau perkembangan layanan bantuan dan penegakkan hukum bagi
korbian kekerasan terhadap perempuan dan anak;

¢. Melakukan pencatatan dan pendeokumentasian layanan bantuan dan
penegakkan hukum,;

. Melaporkan perkembangan dan hasil pendampingan layanan bantuan
dan penegakkan hukum kepada Manager Kasus;

g Melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tupoksinya.

Pasal 3
HONORARIUM

(1) Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima
honorarum sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiahj
setiap bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Keschatan sebesar
9% serta BPJS Ketenagakerjaan scbesar 0.54% (Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK) sebesar 0,24% dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3%) dari
honorarium yang ditentukan.

(2] PIHAK PERTAMA berkewnjiban membenkan honoranum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi kinerja.

(3} Biava pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan
pada Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2023,

(#) Apabila di kemudian hari terdapat perubahan besaran honorarum,
dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.



PIHAK KEDUA bertanguung  jowab terhadap
Hubkum bag korban di Sataan Pelayanan Terpicu
Anak di Dinns Pemberdavann Pecempuan, Perlindungan

Poasnl A

TANGGUNG JAWAL

pemberian  Layanan Bantuin

Perlindunpgan Perempunn dan
Annk, Pengendnlian

Penduduk dan Kelunrga Berencann Provins Juwa Tengnh,

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

(1] Dalam melaksanakan tugas pekerjnan tersebut, PIHAK KEDUA wajib:

SN

Mentaati waktu kerja yang telah ditentukan;

Mengisi buku hadir dan pulang kerja;

Mengikuti Apel Pagi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Jawa Tengah;

Mengennkan pakainn, atribut dan perlengkapan yang disediakan/jika
ada;

Melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab;

Mentaati norma, nilai dan ketentuan vang berlakuy;

Apabila berhalangan mclaksanakan tugas, wajib meminta ijin tertulis
kepada atasan langsung.

{2) Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang:

a.
b.

C.

Meninggalkan tugas tanpa ijin;
Membawa pulang berkas kasus dan barang-barang kantor di luar

lingkungan kantor;
Melakukan perbuatan yang dapat merusak wibawa pemenntah dan

melawan hukum;
Meminta/menerima imbalan dari korban berupa uang atau barang.
Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian/kontrik kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 {dua belas) bulan
terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember
2023 atau selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian sesual dengan ketentuan
yang berlaku.

Pasal 7
LAIN-LAIN

(1} PI]MKﬂ KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjnan, kewajiban maupun
menerima hak, lidik menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut lainnya
kecunli yang telah ditetapkan menjadi haknva;

(2] Pelanggaran atas kewajiban dan larangan scbagaimana kelentuan dalam
pasal 5 akan diberikan sanksi sesunl dengan tingkat kesalrhannya atau
sebogai bahan cvaluasi dan kebijakan penyusunan perjanjian/kontrak

tahun berikutnya



Pasal 8
PENUTUPR

Perjanjian/ kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun
schagaimana disebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dalam rangkap 2 (dua)
bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
L DAN KELUARGA BERENCANA

JAWA TENGJ\H
a-u.muwmm ;
ACHMAD MISRIN, SH., MH. e .-,i_;gnafﬁgfzii {1, Apt, M.Si, MM
“==Pemina Utama Muda

NIP. 19681124 199310 2 001



Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun
sebagaimana disebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dalam rangkap 2 (dua)
bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
ARARSNAWA TENGAH

= 4 L "y

“‘——-__?"#ﬂﬁ"_-

ACHMAD MISRIN, SH., MH.

fin Utama Mudn
NIP. 19681124 199310 2 001

S



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK

g DAN KELUARGA BERENCANA

f s
e
. ; Jin. Pamularsin bo. 38 Semararg Kedellos S014N Telepon TAOZ852 Fakzimiln 7522524
pomail Bhppatsila 'ﬂ__]l"ltl'il"""‘m“‘ 5 o wobinse e i Lakh H!'“"I-ﬂ"ﬂ a0

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR :310.72/0016

TENTANG
TENAGA FULLTIMER SATUAN PELAYANAN TERPADU
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI JAWA TENGAH

Padn hari ini, Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua ribu Dua Puluh Tiga,
vang bertanda tangan di bawah ini :

. Do Retno Sudewi,Apt, M.Si, : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
MM Perlindungan Annk, Pengendalian
Penduduk dan  Keluarga Bercncana
Provinsi Jawa Tengah, scluku Pengguna
Anggaran, berkedudukan di Semarang
Jalan Pamularsih pomor 28 Scmarang,
berdasarkan atas nama jabatan tersebut,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

[l. IRWAN GATOT S., S.Psil,: Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
S.Pd. 3374 13040792001, berkedudukan di Kota
Semarang JI. Roro Jonggrang Timur X1
RT 002/RW 006 Kelurashan Manyaran,
Kecamatan Semarang Barat, bertindak
untiik dan atas  noma diri sendiri

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sccara hersama-sama discbul sebagai PARA
PIHAK, dan masing-masing discbut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terletih dahulu meneranpkan hal-hal sebagai berikut :

a. bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga Fulltimer SPT-PPA guna
mendukung Kinerja Satuan Pelavanan Terpadu pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Jawa Tengah,

b. bahwa PIHAK KEDUA bersedin dan sanggup membantu PIHAK PERTAMA
dalam menjalankan pelaksanaan teknis pelavanan terpadu di Satuan
Pelayanan Terpadu-Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Jawa Tengah;

¢ bahwa kmnggupalm PIHAK KEDUA tersebut telah disertai dengan surat
permohonan pekerjoan/lamaran yang disjukan kepada PIHAK PERTAMA.




Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di atas  PARA  PIHAK  sepakat untuk
menandatangani Peganjion/Kontrak  Tenaga  Fulltimer  SPT-PPA  dengan
Ketentuan sebagai berilout:

Pasal 1
uUMuUM

MHAK  PERTAMA memberikan tugas pekerjaan  kepada PIHAK KEDUA
sehagaimana PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan tersebut dengan baik
dari PIHAK PERTAMA,

Pasal 2
TUGAS PEKERJAAN

(1) Pihalk KEDUA melaksanakan tugas pekerjaan pada Divisi Layanan
Pemulangan dnn Reintegrasi Sosial.

(2) Tugas pekerjaan scbagaimana dimaksud dalam ayat | adalah:

a.  Melaksanakan penanganan kasus secara umum,
b. Penginputan data kekerasan,
¢. Penanganan kasus dalom hal reintegrasi sosial.

Pasal 3
HONORARIUM

(1) Atas pekerjnon tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima
honorarium scbesar Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
setiop bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Kesehalan sebesar
4% serta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0.54% (Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK) sebesar 0,24% dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3%) dari

honorarium vang ditentukan.

|2) PIHAK PERTAMA berkewajiban  memberikan  honorarium  sebagaimana
dimaksud pada ayat [1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi kinerja.

(3) Biaya pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2023,

(4) Apabila di kemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium,
dilakukan penyesuainn berdasarkan ketentuan yang berlaku.



Paamnl 4

TANGGUNG JAWAH

PIHAR KEDUA bertanggung jowab terhadap pemberian Layanian Reintegrasi

Sosial dan Pemulangan Satuan Pelayanan

Annk

Terpadu Perlindungan Perempuan din
di kantor Dinas Pemberdayoan  Perempuan, Perlindungan Annk,

Pengendalian Penduduk don Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 5
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

(1) Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA winjiby:

a.
b.
[

=0

Mentaati wakiu kerja yang telah ditentukar;

Mengisi buku hadir dan pulang kerja;

Mengikuti Apel Pagi yang disclenggarakan oleh Dinas Pemberdayann
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Jawa Tengah;

Mengenakan pakaian, atribut dan perlengkapan yang disediakan/jika
ada;

Metakukan tugas dengan penuh tanggung jawab;

Meritaati norma, nilai dan ketentuan yang berlaku;

Apabila berhalangan melaksanakan tugas. wajib meminta ijin tertulis
kepada atasan langsung.

(2) Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, FIHAK KEDUA dilarang:

a.
b.

<.

Meninggalkan tugas lanpa ijin;

Membawa pulang berkas kasus dan barang-barang kantor di luar
lingkungan kantor;

Melakukan perbuatan yang dapat merusak wibawa pemerintah dan

melawan hukum;
Meminta/ menerima imbalan dari korban berupa uang atau barang,

Pasal ©

JANGKA WAKTU

Perjanjian/kontrak kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan
terhitung scjak tanggal 2 Januan 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember
2023 atau selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Pasal 7

LAIN-LAIN

(1) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan, kewajibon maupun
menerima hak, tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut lainnya
kecuali yang telah ditetapkan menjadi haknya;

(2) Pelanggaran atas kewajiban dan larangan scbagaimana ketentuan dalam
pasal 5 akan diberikan sanksi sesusi dengan tingkat kesalahannya atau
:lﬂ;ﬂﬂ; bahan evaluasi dan kebijakan penyusunan perjanjian/kontrik tahun

rikutnya.



Perjanjion/kontrak kerjn im ditondntangani puca b, tanggal, biudan tan

1Mamn] 8
PENLUTLIE

Lilidn

sebagnimann digsebut pada awal Perjmminn/kontrak ind, dolam ronghop 2 [than)

bermaterai cukup monsing-masin

PIHAK KEDUA
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IRWAN GATOT §., 8
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e uniuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIIAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PERIEMPUAN,
PEERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PERDUDLUEDAN KIELUARGA BERENCANA

NI TOGs] 1249 19310 20010



Pasal B
PENUTLIP

Perjanjinn/kontrak kern ini ditandatangani pada han, tanggal, bulan dan tahun
sebagaimana disebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dalam rangkap 2 {duaj
bermaterni cukup mpsing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

IRWAN GATOT S., S.Psi.l..S.

HIP l?bﬁl 124 199310 2 001



PEMERINTAH PROVINS| JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

iR, Pl arsih Mo, I8 Semarang KogePos 50148 Telepon 762853 Faksimile TEI2NNE
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PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR : 510.72/0018

TENTANG
TENAGA KONSELOR KUALITAS KELUARGA
PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) JAWA TENGAH

Paca hari ini, Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua ribu Dua Puluhb Tiga,
yang hertanda tnngan di bawah ini :

I. Dra. RETNO SUDEWI, : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Apt, M.Si, MM Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa
Tengah, sclaku  Pengguna  Anggaran,
berkedudukan  di  Semarang  Jalan
Pamularsih nomor 24 Semarang,
berdasarkan atos nama jabatan  tersebut,
selanjutnyn disebut PIHAK PERTAMA,

II. ARUM SUKMA K., ¢ Pemepang Koartu Tando Penduduk  Noamor
M. Psi, Psikolog AATA0HHIDSKI0005, berkeduduknn di Keta
Semarang Perum Bhakt Pfersdn Indah (BPI)
/8 Kelumhan  Parwoyoso,  Kecamalan
Nealivan, bertndok untuk don alas nomi
dirt serdir selanjuinya disebut  PIHAK

KEDUA,

PIHAK PERTAMA dan PILHAK KEDUA secara bersama-sama disehut sebagal
PARA PIMAK, cdon mnsing-enoasing digebut sebagin FIHAR.

PARA PIHAK tetlebih dalilu menerangkan hal-hal sebago berikut :

4. hithwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga Konselor Layanan Ketahanan
Ht.'lltill"[ﬂl palin PLUSPAGA  puna mendukung Kinerja PUSPAGA  Dinas
Pemberdayann Perempunn, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Kelunrga Berencana Provinsi Jawa Tengah;

b, lbahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup membantu PIHAK PERTAMA
dialam menjalinkan pelnksanoan teknis pelayanan kualitas keluargn pada
MUSPAGA  Dipos  Pemberdayanon  Perempuan,  Perlindungan  Anak,
Pengendnlion Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;

c. bubwa kesanpgupan PIHAK KEDUA tersebut telah disenai dengan surat
permahonan pekerjaan/lnmaran yang dinjukan kepada PIHAK PERTAMA.



Berdasarkan  hal-hal tersebut  di atas  PARA  PIHAK  sepukal untuk
menandatangani  Perjanjian/Kontrak  Tenaga  Konselor Laynnan - Ketahanan
Keluarga pada PUSPAGA dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
UMUM

PIHAK PERTAMA memberikan (ugas pekerjaan kepada PIHAK I{ED.U_!T
scbagaimana PIHAK KEDUA mencrima tugas pekerjaan terscbut dengan baik
dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 2
TUGAS PEKERJAAN

Tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah:

a. Memberikan konseling bagi keluarga untuk peningkatan pemenuhan hal
anak.

b. Memberikan layanan penjangkauan.

¢. Memberikan layanan pencegahan.

Pasal 3
HONORARIUM

(1) Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima
honorarium scbesar Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
setiap bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPRJS Kesehatan
sebesar 4% serta BPRIJS Ketenagakerjaan sebesar 0.54% ([Jaminan
Kecelakaan Kerja [JKK) sebesar 0,24% dan Jaminan Kematian (JKM)
sebesar 0,3%) dari honorarium yang ditentukan.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi kinerja.

(3) Biaya pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2023.

(4) Apabila di kemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium,
dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Pasal 4
TANGGUNG JAWAB
PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap pemberian Layanan ketahanan
keluarga pada PUSPAGA di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Jawa Tengah.



Pasal 5

KEWAHTAN DAN LARANCGAN

(1) Dalam melakssanakan s pekeaon fersebut, PHIAK KEDUA wajily:

A, Mentaats wakiu kevp yong telah ditentukan,

b.

L

d.

b

Mengisi buku hadie dam paliong ke

Mengikuti Apel Pagi ving diselempgarakan oleh Dinos Pemberdayonan
Perempuan, Peclindungan Anak, Pengendalinn Peaduduk don Keloarm
Herencana Provinst Jawa Tengah; . )
Mengenakan pakaian, mteibut dan perdengkapan yong dhmedindenn/ jika
acda;

. Melaksannkan tugas dengan penuh tanggung jowib,

Mentanti normn, nilni dan ketentuan yang beeloku;

2 Apabila berhalpngan meluksanakan gns, wajib memintn izin tertulis

Kepada atasan langsung,

(2] Dalam melaksanakon tugas pekenaan tersebut, PIHIAK KEDUA dilang:

a.
b.

d.

Meninggalkan tugns tnnpi ijing

Membawa pulang berkns kasus don baring-barang kantor di Loy
lingkungan kentor;

Melnkukon perbuntan yang dapat merusak wibawa pemenntah dan
melawan hukum;

Meminta/menerima imbalan dar korban Bertipa wang atau barang,

Pasal 6

JANGRA WAKTU

Perjanjinn/kontrak kega ini berloku untuk jangka waktu 12 {dua belas) bulan
terhitung sejak tanggal 2 Januan 2023 sampai dengan tangeal 31 Desember
2023 atau selagjutnya dapat dilakukan penyesuain sesuai dengan ketentunn
vang berlaku.

Pasal 7

LAIN-LAIN

(1) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan, kewajiban maupun
menerima hak, tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut hak
lainnya kecuali yang telah ditetapkan menjadi haknya;

(2} Pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagnimana ketentuan dalam
pasal 5 akan dibenkan sanksi sesum dengan tingkat kesalahannva atau

scbagal bahan evaluasi dan kebijakan penyusunan perjanjian {kontrak
tahun berikutnya).



Pasal 8
PENUTUP
Peojanyian/ kontrak kerja imi ditandatmgani pada hari, tanpgeal, bukan dan tahun

sehagaimana disebut pada awal Perjanjian/konteak ini, dalam ranghkap 2 fdun
bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dun PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGIENDALIAN

ARUM SUKMA K. M.Psi

NIP. 19681124 199310 2 001



Pasal B
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun
sebagaimana disebut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dalam rangkap 2 (dua)
bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA _
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
KELUARGA BERENCANA

ARUM SUKMA K. M.Psi,

Pembina Utama Muda
NIP. 19681124 199310 2 001



PEMERINTAH PROVINS! JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jin. Pamularsih Mo, 28 Semarng KodePos 50148 Tolepon 7602852 Faksimile 7E2ISIE
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PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR :510.72/0017

TENTANG
TENAGA KONSELOR LAYANAN KUALITAS KELUARGA
PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA] PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh
Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

. Dra. RETNO SUDEWI, : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Apt, M.Si, MM Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa

Tengah, sclaku  Pengguna  Anggaran,

berkedudukan di Semarang Jalan Pamularsih

nomor 28 Semarang, berdagarkan atas nama

jabatan tersebut, selanjutnya disebut PIHAK

PERTAMA.
1Il. ANNISA INTANIRIAN, : Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
S.Psi. 33741061118800002, berkedudukan di Kota

Semarang Perum Korpri Blok P-X11/12 RT,
004/RW. 007 Kelurahan Sendangmulyo
Kecamatan Tembalang  dischut  PIHAK
KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai
PARA PIHAK, dan masing-masing disebut sebagai PITHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai benkut :

a. bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga Konsclor Layanan Kualitas
Keluarga pada PUSPAGA guna mendukung Kinerja PUSPAGA pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sangeup membantu PIHAK PERTAMA
dalam menjalankan pelaksanaan teknis pelayanan kualitas keluarga pada
PUSPAGA di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah; .

C. bahwa kesanggupan PIHAK KEDUA tersebut telah disertai dengan surat
permohonan pekerjaan/lamaran yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA,



Berdasarkan  hal-hal  terscbut i atas  PARA  PIHAK  scpakat  untuk
menandatangani Perjanjian/Kontrak Tenagn Konselor Kualitas Keluarga pada
PUSPAGA dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
uUMuUmM

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA
scbagaimana PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan terschul dengan baik
dan PIHAK PERTAMA.

Pasal 2
TUGAS PEKERJAAN

Tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal | adalah:

a. Memberikan layanan konseling keluarga.
b. Melakukan sosialisasi dan edukasi layanan masyarakat.
c. Melakukan administrasi kegiatan terkait konseling keluarpga.

Pasal 3
HONORARIUM

{1) Atas pekerjaan tersebut dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA berhak menerima
honorarium sebesar Rp. 3.200.000,- (Tige Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
setigp bulan dan ditambah dengan mendapatkan BPJS Keschatan sebesar
4% serta BPJS Ketenagakerjaan scbesar 0.54% [Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK) sebesar 0,24% dan Jaminan Kematian (JKM) scbesar 0,2%) dari
henorarium yang ditentukan.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honorarium  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai prestasi kinerja.

(3) Biaya pemberian honerarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2023.

(4) Apabila di kemudian hari terdapat perubahan besaran honorarium,
dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAR
PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap pemberian Layanan kualitas

keluaraga pada PUSPAGA di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.



Manl S

KEWAJIHAN DAN LARANGAN

LY Dalam melaksanakon tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA wajib:

|

I,

.

N

Mentaat waktu lerjn ving telah ditentukan;

Mengisi buku hadir dan pulang kerja;

Mengikuti Apel Pogi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdnynan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalion Penduduk dan Keluarga
Herencana Provinsi Jawa Tenpah;

. Mengenakan pakainn, atribut don perlengkapan yang disediakan /jika

ada;

Melaksanakan tugns dengan penuh tanggung jawab;

Mentati norma, nilni dan ketentuan yang berlaku,

Apabila berhalangan melaksanakan tugas, wajib meminta ijin tertulis
kepada atasan langsung.

{2} Dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA dilarang;

.

Meninggalkan tugas tanpa ijin;

b, Membawa pulang berkas kasus dan barang-barang kantor di luar

lingkungan kantor;

Melakukan kegiatan perbuatan yang dapat merusak wibawa pemerintah
dan melawan hukum;

Meminta/menerima imbalan dari korban berupa uang atau barang:

Pasal 6
JANGEA WAKTU

Perjanjian/kontrak kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 {dua belas) bulan
terhitung sejak tanpgal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember
2023 atau selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kelentuan
yang berlaku.

Pasal 7
LAIN-LAIN

{1} PINAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan, kewajiban maupun
menerima hak, tidak menuntut menjadi CPNS dan/atau menuntut hak
lninnya kecuali yang telah ditetapkan menjadi haknya;

(2) Pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana ketentuan dalam
pasal 5 ukan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya atau
sebagai bahan evaluasi dan kebijakan penyusunan perjanjian (kontrak
tahun berikutnya).



Pl 8
PENUTLIY

Perjanjian/kontrak kerja ink ditondatangani padie hoed, tangenl, bolan don tiliom
sebagmmana disebut paci awal Perjonjinn/konteake ind, daliom vnogkap 2 {dua)
bermaterai cukup masing-masing untiuk PIHAK PERTAMA (un PIHAK KEDUA,

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PPERIEEMIUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

ANNISA INTANIRIAN, S.Psi

NI 19681 124 199210 2 001



Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian/kontrak kerja ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun
scbagaimana disecbut pada awal Perjanjian/kontrak ini, dalam rangkap 2 (dua)
bermaterar cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
FENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
AT I JAWA TENGAH

ANNISA INTANIRIAN, S.Psi 4 H-Apt, M.Si, MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19681124 199310 2 Q01




